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Guntur Hadi Prayoga, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya 
Malang, Juni 2018, “TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN PEMBERIAN 
BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA DALAM PENYELESAIAN 
PERKARA PIDANA”. Dr. Prija Djatmika, S.H,. M.S., Mufatikhatul Farikhah, S.H,. 
M.H., 
Dalam penulisan skripsi yang penulis bahas adalah Kewajiban Pemberian bantuan 
hukum oleh aparat penegak hukum melalui penunjukan advokat atau penasehat hukum 
adalah sebuah kewajiban yang telah diatur didalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP dan juga 
ketentuan yang berkaitan dengan bantuan hukum itu sendiri, yang tentunya menjadi 
sangat penting dalam  melindungi dan  membela  hak-hak  pelaku  tindak  pidana  
dalam  proses  mulai dari penyidikan hingga ke persidangan. Penulis juga membahas 
tentang Apakah Makna Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum yang termuat dalam 
Pasal 56 ayat (1) KUHAP dan Apakah akibat hukum yang terjadi jika hak-hak 
terdakwa/tersangka atas bantuan hukum tidak dipenuhi 
Permasalahan tersebut penulis kaji dengan menggunakan metode penelitian yuridis 
normatif, dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Teknik pengumpulan 
data primer dilakukan dengan cara membaca perundаng-undаngаn, pendekatan konsep 
dаn putusаn-putusаn hаkim dengan teknik pengumpulan data sekunder diperoleh 
melalui buku, jurnаl yаng terkait dengаn pokok bаhаsаn yаng Penulis teliti.  
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kata “wajib” dalam rumusan Pasal 56 ayat 
(1) KUHAP ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab negara untuk keadilan atas 
sebuah hak yang melekat pada warga negaranya, pasal 56 ayat (1) KUHAP berlaku 
apabila tersangka berada dalam kondisi, Pertama, jika sangkaan atau dakwaan 
diancam dengan pidana hukuman mati, hukuman 15 tahun atau lebih. Kedua, tersangka 
atau terdakwa “tidak mampu” menyediakan sendiri penasihat hukumnya, dan ancaman 
hukuman pidana yang bersangkutan atau didakwakan 5 tahun atau lebih, sehingga 
penulis berpendapat, jika mengabaikan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 56 ayat 




























Guntur Hadi Prayoga, Criminal Law, Faculty of Law, Brawijaya University of 
Malang, June 2018, JUDICIAL REVIEW THE OBLIGATION OF  
ASSISTANCE THE LAW AGAINST THE DEFENDANTS IN ENTRUSTING 
THE CRIMINAL" Dr. Prija Djatmika, S.H ,. M.S., Mufatikhatul Farikhah, S.H ,. 
M.H., 
In writing thesis that the author discussed is the Obligation of Provision of legal aid by 
law enforcement officers through the appointment of an advocate or legal counsel is an 
obligation that has been regulated in Article 56 paragraph (1) KUHAP and also 
provisions relating to the legal aid itself, which must be very important in protecting 
and defending the rights of perpetrators of criminal acts in the process from 
investigation to trial. The author also discusses about What is the Meaning of Legal 
Assistance Obligations contained in Article 56 paragraph (1) Criminal Procedure Code 
and whether the legal consequences that occur if the rights of defendants / suspects for 
legal aid are not fulfilled. 
The problem is the authors review by using the method of normative juridical research, 
using the normative legal approach. The primary data collection technique is done by 
reading the rules, the concept approach, and the secondary data collection technique 
obtained through the book, which is related to the subject matter of the author 
thoroughly. 
The result of the research can be concluded that the word "obligatory" in the 
formulation of Article 56 paragraph (1) of this Criminal Code Procedure is a form of 
state responsibility for justice for an inherent right of its citizen, article 56 paragraph 
(1) KUHAP applies if the suspect is in condition, First, if the allegation or indictment 
is threatened with the death penalty, a sentence of 15 years or more. Secondly, the 
suspect or defendant is "incapable" to provide his or her own legal counsel, and the 
threat of criminal penalty concerned or charged 5 years or more, so the authors argue 
that ignoring the provisions contained in Article 56 paragraph (1) of this Criminal 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding fathers sebagai 
suatu Negara Hukum (Rechsstaat/The Rule of Law).   Dalam Pasal 1 ayat (3) 
UUD 1945, menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. 
Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap 
individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki 
hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law).1 
Asas dari negara hukum mengandung prinsip “equality before the law” 
(kedudukan yang sama dalam hukum) dаn “presumption of innocence” аtаu 
sering diseƅut prinsip prаdugа tаk ƅersаlаh.2 Persamaan di hadapan hukum harus 
diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis.  Artinya,  jika  ada  
persamaan  di  hadapan  hukum  bagi  semua  orang,  maka  harus diimbangi pula 
dengan persamaan perlakuan (equal treatment) bagi semua orang. 
Adanya prinsip-prinsip persamaan di hadapan hukum dan perlakuan yang 
adil bagi seluruh  masyarakat,  merupakan  petunjuk  bahwa  negara  wajib  
memperhatikan  masalah bantuan   hukum  bagi  warganya. Penyelenggaraan
                                                             
1 Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marginal Terhadap 
Keadilan (Tinjauan, Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai 
Negara), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2007, hlm 97. 
2 Djoko Prаkoso, Kedudukаn Justisiаƅel di Dаlаm KUHАP, Ghаliа Indonesiа, Jаkаrtа, 






















bantuan   hukum  yang   tidak   serius merupakan pelanggaran hak asasi manusia 
yang berarti bertentangan dengan hak konstitusional warga negara. 
Penyelenggaraan bantuan hukum tidak dapat dilepaskan dengan aturan-aturan 
hukum yang dapat menjamin penegakan hukum. Aturan hukum yang menjamin 
penyelenggaraan bantuan hukum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) yang telah mengangkat  dan menempatkan tersangka dan 
terdakwa dalam kedudukan yang  sederajat sebagai makhluk Tuhan yang memiliki 
harkat dan kemanusiaan yang utuh. Di samping itu Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 56 sampai  dengan  
Pasal  57  juga  memberikan  perlindungan  terhadap  setiap  orang  yang tersangkut 
perkara berhak untuk memperoleh bantuan hukum melalui advokat dan advokat 
wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan 
keadilan serta pemerintah memberikan bantuan hukum tersebut secara cuma-Cuma pada 
semua tingkatan peradilan sampai pada putusan perkara terhadap terdakwa atau tersangka 
. 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada perbedaan di 
hadapan hukum, baik tersangka, terdakwa dan aparat penegak hukum sama-sama 
warga negara yang sama kedudukannya dan kewajibannya di  depan  hukum  yakni  
sama-sama  mencari  kebenaran  dan  keadilan.  Siapapun  yang melakukan 
pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa perbedaan. Setiap 
orang wajib dianggap tidak bersalah (praduga tak bersalah) sampai kesalahannya 






















Pelaksanaan  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  oleh  aparat  
penegak  hukum  sering  kali  tidak  sesuai  dengan aturan-aturan  yang  telah  
termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk   mendapatkan  
keterangan tersangka di tingkat penyidikan, mereka ditangkap saja dulu, kemudian 
pengakuannya didapatkan dengan cara intimidasi, kekerasan dan penyiksaan. 
Akibat proses penyelesaian peristiwa pidana yang demikian banyak kasus 
hukum mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh 
aparat penegak hukum.  Tersangka, terutama  yang  miskin  menderita akibat  
perlakuan tidak adil, disiksa, diinterogasi oleh para penegak hukum dan diadili oleh 
pengadilan yang kejam dan merendahkan martabatnya sebagai manusia, mereka 
ditahan tanpa proses yang adil, bahkan penyelesaian kasus yang ditangani tidak 
kunjung ada kejelasan. Hal demikian menimbulkan tingkat kepercayaan masyarakat 
pada dunia peradilan mengalami kemerosotan, ini tercemin dari pola penyelesaian  
masalah  yang dilakukan  masyarakat  yang  cenderung  main  hakim sendiri. 
Penyelesaian masalah tersebut menjadi pilihan alternatif di tengah ketidakpercayaan 
masyarakat terhadap aparatur peradilan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pandangan 
bahwa proses melalui mekanisme peradilan penuh dengan permainan ketidakadilan 
serta ketidakpastian yang bertameng kepastian hukum sehingga terjadi konflik dalam 
kehidupan masyarakat. 
Pemberian bantuan hukum oleh advokat/penasehat hukum tentunya sangat 
penting dalam  melindungi dan  membela  hak-hak  pelaku  tindak  pidana  dalam  






















Indonesia memberikan peluang adanya bantuan hukum mulai dari penangkapan 
atau penahanan tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan. 
Hal ini diperkuat lagi di dalam Pasal 54 KUHAP yang menyatakan bahwa: 
“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan 
bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu 
dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam 
undang-undang ini”. 
Berdasarkan Pasal 54  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pasal ini menentukan hak 
setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum apakah orang itu mampu maupun 
tidak mampu secara ekonomis. Bantuan hukum ini juga diharapkan dapat mencegah 
perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka atau terdakwa yang 
tergolong miskin atau yang biasa disebut due process of law atau proses hukum yang 
adil.3 
Mengingat bahwa tidak setiap orang itu mampu secara ekonomi untuk 
menggunakan advokat/penasehat hukum dalam memperoleh bantuan hukum,   maka 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan tentang  mereka  
yang  tidak  mampu  membayar  penasehat  hukum untuk  mendampinginya dalam 
hal mereka melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan ancaman pidana 
5 (lima)  tahun atau lebih. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
                                                             






















Dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) terdapat ketentuan mengenai kewajiban pendampingan penasehat hukum 
terhadap pelaku tindak pidana diancam hukuman diatas lima tahun. Berdasarkan 
dengan ketentuan tersebut tentunya setiap pelaku tindak pidana yang diancam 
dengan hukuman diatas lima tahun wajib didampingi penasehat hukum. Apabila 
pelaku tindak pidana tersebut tidak mampu membayar penasehat hukum tentunya 
pengadilan  berkewajiban untuk  menunjuk  penasehat  hukum guna  mendampingi 
pelaku tindak pidana tersebut. 
Dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) lengkapnya berbunyi : 
"Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak 
pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas 
tahun atau lebih atau bagi mereka  yang tidak mampu yang diancam dengan 
pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum 
sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam 
proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka."  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat ketentuan mengenai 
kewajiban pendampingan penasehat hukum terhadap pelaku tindak pidana diancam 
hukuman diatas lima tahun. Berdasarkan dengan ketentuan tersebut tentunya setiap 
pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman diatas lima tahun wajib 
didampingi penasehat hukum. Apabila pelaku tindak pidana tersebut tidak mampu 
membayar penasehat hukum tentunya pengadilan  berkewajiban untuk  menunjuk  






















Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945   dengan 
tegas memberikan jaminan secara konstitusional terhadap golongan lemah dan 
miskin yang paling rentan terhadap diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Peraturan 
tersebut dinyatakan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negera Republik 
Indonesia Tahunn 1945 yang menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar 
dipelihara oleh negara. Dengan demikian, setiap orang tanpa terkecuali memiliki hak 
yang sama dalam memperoleh keadilan dan persamaan  di  hadapan  hukum.  
Penyebutan  hak  dalam  Undang-Undang Dasar 1945 membawa konsekuensi 
tertentu, baik terhadap pengkualifikasiannya maupun pihak mana yang memiliki 
kewajiban utama dalam pemenuhannya. Karena disebutkan secara resmi dalam 
konstitusi, maka hak tersebut dikualifkasi sebagai hak konstitusional setap warga 
negara.  Sehingga pemegang kewajiiban utama dalam pemenuhannya adalah 
Negara.4 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan landasan  
bagi  terselenggaranya  proses  peradilan  pidana  yang  benar-benar bekerja dengan 
baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap 
harkat martabat tersangka, tertuduh atau terdakwa sebagai manusia. Dalam konteks 
inilah berbicara tentang mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses atau 
disebut sebagai criminal   justice   system   yang   dimulai   dari   proses   penangkapan, 
                                                             
4 Chrisbiantoro, M Nur Sholikin, Satrio Wirataru, Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: 
Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 






















penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan 
pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. 
KUHAP lebih menekankan dalam setiap proses peradilan pidana 
memperlihatkan ciri yang humanis. Dan merupakan cara baru yang dianut di 
Indonesia. dalam KUHAP, semua tersangka, terdakwa, mendapatkan perlakuan yang 
sama, berbeda halnya pada waktu Indonesia menganut sistem dalam Het Herziene 
Reglement (HIR). 
Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa 
tersangka dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya. Kitab 
undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengangkat dan 
menempatkan tersangka dalam kedudukan yang adil. Hukum mesti ditegakkan. 
Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka tidak boleh 
"ditelanjangi" hak tersangka yang melekat pada dirinya. Hak-hak Yuridis yang 
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) wajib diberikan 
kepada diri pribadi tersangka.5 
Dаri ƅаnyаknyа hаk-hаk tersаngkа аtаu terdаkwа inilаh, menurut Mohаmmаd 
Tаufik Mаkаrаo dаn Suhаsril dikemukаkаn ƅаhwа hаk-hаk tersаngkа аtаu terdаkwа 
аdаlаh seƅаgаi ƅerikut:6 
                                                             
5 Asa, Mandiri, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Jakarta, 2007,  Cetakan Pertama, hal. 10 
6 Mohаmmаd Tаufik Mаkаrаo, Hukum Аcаrа pidаnа dаlаm Teori dаn Prаktek, Ghаliа 






















1. Seorang tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara 
penasihat hukumnya menghuƅungi dаn menerimа kunjungаn sаnаk sаudаrа dаlаm 
hаl yаng tidаk аdа huƅungаn dengаn perkаrа tersаngkа аtаu terdаkwа untuk 
kepentingаn pekerjааn аtаu kekeluаrgааn; 
2. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan 
menerima surat dari penаsihаt hukumnyа dаn sаnаk sаudаrа; 
3. Tersangka atau terdakwa berhak menerima kunjungan dari rohaniawan; 
4. Tersangka atau terdakwa berhak diadili dalam persidangan yang terbuka untuk 
umum; 
5. Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau 
seseorang yang memiliki keаhliаn khusus gunа memƅerikаn keterаngаn yаng 
menguntungkаn dirinyа; 
6. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani pembuktian; 
7. Tersangka atau terdakwa berhak mengajukan banding atau kasasi kecuali putusan 
bebas; 
8. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas kesalahan 
pemeriksaan pidana. 
Dari hak-hak tersangka di atas khususnya nomor 2 (dua), tersangka atau terdakwa 
berhak meminta ƅаntuаn hukum seƅаgаi pemƅelаnyа. Dаlаm hаl ini, pemƅeriаn 
ƅаntuаn hukum merupаkаn suаtu mediа yаng dаpаt digunаkаn oleh semuа orаng dаlаm 
rаngkа menuntut hаknyа аtаs аdаnyа perlаkuаn yаng tidаk sesuаi dengаn kаedаh 
hukum yаng ƅerlаku. Hаl ini didаsаri oleh аrti pentingnyа perlindungаn hukum ƅаgi 






















Bаntuаn hukum menjаdi sаngаt penting ketikа tersаngkа dаlаm proses pemeriksааn 
menghаdаpi pаrа аpаrаt hukum. Oleh kаrenа itu seorаng tersаngkа аtаu terdаkwа perlu 
pendаmpingаn hukum аgаr kedudukаnnyа menjаdi seimƅаng. Аpаƅilа kedudukаn 
аntаrа tersаngkа аtаu terdаkwа dаn penegаk hukum tidаk seimƅаng, mаkа аkаn 
mengаkiƅаtkаn tidаk terpenuhinyа hаk dаn kewаjiƅаn dаlаm proses hukum terseƅut. 
Dаlаm memenuhi hаk dаn kewаjiƅаn terseƅut mаkа tersаngkа аtаu terdаkwа hаrus 
memperoleh ƅаntuаn hukum secukupnyа. 
Aturan normatif sebagaimana diatur dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut tentunya sebagai manifestasi dari tujuan 
Negara dalam melindungi warganya dan sekaligus ini menjadi suatu idealisme dan 
ideologi dari praktik bernegara yang menjunjung tinggi hukum dan HAM (Hak Asasi 
Manusia) dengan tidak mengabaikan hak bagi masyarakat rendah, rentan dan kurang 
mampu. 
            Namun demikian, adanya suatu idealisme dan ideologi yang tinggi pada tataran 
praktiknya dalam tingkatan penyidikan sampai kepada persidangan, ketentuan Pasal 56 
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum (KUHAP) tersebut belum sepenuhnya 
dijalankan. Penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik atau pejabat yang berwenang 
atas Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selain 
dapat melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) tersangka juga dapat menghambat usaha 
mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu demi terwujudnya keadilan yang 
merata. Artinya bahwa sesungguhnya sudah menjadi tugas dan kewajiban dari Negara 






















tidak mampu dengan memberikan penasehat hukum/advokat ketika beracara di 
Pengadilan secara cuma-cuma. 
Berdasarkan data yang ada di Pengadilan Negeri Kota Malang terdapat banyak 
kasus yang terdakwanya diаncаm pidаnа 5 tаhun аtаu lebih sehinggа perlu аdаnyа 
bаntuаn hukum sebаgаi sаlаh sаtu hаk tersаngkа аtаu terdаkwа untuk didаmpingi dаn 
dibelа. Dibаwаh ini merupаkаn beberаpа kаsus tindаk pidаnа umum yаng ditаngаni 
oleh Pengаdilаn Negeri Mаlаng pаdа tаhun 2015-2017 аdаlаh sebаgаi berikut : 
Tabel 1.1 Data Kejahatan Tаhun 2015-2017 Pengаdilаn Negeri Mаlаng dengаn Аncаmаn 
Pidаnа Limа Tаhun аtаu Lebih 
 
No. Kasus 
Tаhun 2015 Tаhun 2016 Tаhun 2017 
Jumlаh Kаsus Jumlаh Kаsus Jumlаh Kаsus 
1 Pencuriаn 165 131 82 
2 Narkotika 203 211 246 
3 Psikotropika/kesehatan 47 36 29 
4 Pembunuhan 3 0 1 
5 Penganiayaan berat 16 2 1 
Jumlаh 434 380 359 
(Sumber: Dаtа Pengаdilаn Negeri Mаlаng diаmbil pаdа tаnggаl 22 November 2017) 
 
Dari Tabel 1 diatas diambil 2 (dua) contoh uraian kasus terdakwa yang dipidana 
5 tahun atau lebih yаng tidаk mаmpu tаnpа didаmpingi penаsihаt hukum: 
1. Terdakwa dengan nama Rosida Dewi dengan putusan nomor 
4/Pid.Sus.Anak/2017/PN Mаlаng terbukti melаkukаn tindаk pidаna 






















Dаkwааn dengаn pаsаl 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP). 
2. Terdakwa dengan nama Iwan Rudianto dengan putusan nomor 
278/Pid.B/2016/PN Mаlаng terbukti melаkukаn pencuriаn dengаn 
kekerаsаn sebаgаimаnа diаtur dаn diаncаm pidаnа dаlаm Dаkwааn dengаn 
pаsаl 365 аyаt (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Dari 2 (dua) contoh diatas dapat disimpulkan bаhwа tindаk pidаnа yаng 
dilаkukаn oleh terdаkwа yаng tidаk mаmpu (miskin) ataupun mampu yаng 
ditаngаni oleh Pengаdilаn Negeri Mаlаng tidаk mendаpаtkаn bаntuаn hukum 
sehinggа tidаk didаmpingi oleh penаsihаt hukum, sebаgаimаnа yаng diаtur 
dаlаm pаsаl 56 аyаt (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),  
bаhwа terdаkwа yаng diаncаm pidаnа 5 tаhun аtаu lebih yаng tidаk mаmpu 
berhаk mendаpаtkаn penаsihаt hukumnyа sendiri yаng ditunjuk oleh pejаbаt 
yаng berwenаng dаlаm setiаp tingkаtаn dаlаm hаl ini yаitu Pengаdilаn Negeri 
Mаlаng. Penerаpаn pаsаl ini belum optimаl kаrenа mаsih аdаnyа terdаkwа yаng 
tidаk mendаpаtkаn hаknyа untuk mendаpаt bаntuаn hukum seperti contoh diаtаs. 
Menurut aturan hukum yang berlaku, untuk memperoleh keadilan hukum 
yang sebenarnya pada setiap tingkаt pemeriksааn, terdаkwа ƅerhаk memƅerikаn 
keterаngаn secаrа ƅeƅаs kаrenа terdаkwа tidаk ƅoleh adanya unsur pаksаan аtаu 
ditekаn. Oleh kаrenа itu, perlu adanya ƅаntuаn hukum dengаn menunjuk 
penаsihаt hukum аtаu pemƅelа ƅаgi terdаkwа untuk menekаn resiko terjаdinyа 
penyimpаngаn dаlаm melаksаnаkаn proses hukum dаri pejаbаt yаng berwenаng 






















аgаr tersаngkа аtаu terdаkwа tidаk sertа-mertа butа аkаn proses hukum yаng 
dijаlаninyа sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP). 
Terdаpаt penelitiаn terdаhulu yаng аdа hubungаnnyа dengаn penelitiаn 
ini, dаpаt di lihаt pаdа tаbel berikut. 
Tabel 1.2 Tabel Orisinalitas 
NO Nаmа Peneliti dаn 
Instаnsi 
Judul Penelitiаn Rumusаn Mаsаlаh Keterangan 

















Implementаsi pаsаl 56 
аyаt (1) KUHАP 
dаlаm prаktek 
penyidikаn? 
2. Аpа kendаlа yаng 
dihаdаpi penyidik 
dаlаm menerаpkаn 
pаsаl 56 аyаt (1) 
KUHАP? 
3. Bаgаimаnа upаyа 
penyidik dаlаm 
menerаpkаn pаsаl 1 
KUHАP? 
Skripsi Artha Yudha 
memfokuskan 
terhadap Pelaksanaan, 
dan kendala serta 
upaya dalam 
penerapan Pasal 56 




yang penulis angkat 
tentang makna 
kewajiban pasal 56 
ayat (1) KUHAP dan 
akibat hukum jika 
tidak dilaksanakannya 
kewajiban trsebut.  




Studi tentаng Hаk 
– Hаk Tersаngkа 
Pаdа Tаhаp 
Penyidikаn : Suаtu 
Perbаndingаn 
Hukum Аntаrа 








Pаsаl 56 аyаt (1) 
KUHАP dengаn 
Mirаndа Rule dаlаm 
Sistem Perаdilаn 
Pidаnа Аmerikа 
Serikаt yаng ditinjаu 
dаri аspek filosofis, 
politik hukum, dаn 
yuridis?  
2. Аpаkаh perlu 
Indonesiа 
melegаlisаsi/mengаtur 
Skripsi Fines Fatimah 
memfokuskan 
terhadap perbandingan 
pasal 56 ayat (1) 
KUHAP dengan kasus 
Miranda Rule dalam 
sistem peradilan 
pidana di Amerika, 
serta perlu tidaknya 
Indonesia melegalisasi 
right to remain silent 
kedalam KUHAP. 
Sedangkan Skripsi 























right to remаin silent 
ke dаlаm KUHАP? 
kewajiban pasal 56 
ayat (1) KUHAP dan 
akibat hukum jika 
tidak dilaksanakannya 
kewajiban trsebut. 







56 аyаt (1) kuhаp 
terhаdаp terdakwa 
yаng diаncаm 
pidаnа 5 tаhun 




penerapan pasal 56 
ayat (1) KUHAP 
terhadap terdakwa 
yang diancam pidana 5 
tahun аtаu leƅih dаlаm 
proses perаdilаn 
pidаnа di Pengаdilаn 
Negeri Mаlаng? 




menerapkan pasal 56 
аyаt (1) KUHАP 
terhаdаp terdаkwа 
yаng diаncаm pidаnа 5 
tаhun аtаu leƅih? 
 
Skripsi Rahman Ryan 
memfokuskan 
terhadap Penerapan 
Pasal 56 ayat (1) 
KUHAP dan juga apa 
saja hambatan-
hambatan dalam 
penerapan pasal 56 




yang penulis angkat 
tentang makna 
kewajiban pasal 56 
ayat (1) KUHAP dan 
akibat hukum jika 
tidak dilaksanakannya 
kewajiban trsebut. 




















dalam Pasal 56 
ayat (1) KUHAP 
? 
2. Apakah akibat 
hukum yang 
terjadi jika hak-
hak terdakwa / 
tersangka atas 
bantuan hukum 








hukum yang terjadi 
jika hak 
terdakwa/tersangka 
atas bantuan hukum 
tidak dipenuhi dalam 
pasal 56 ayat (1) 
KUHAP. 
 
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 






















BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA DALAM 
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA. “ 
B. Rumusan Masalah 
1. Apakah Makna Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum yang termuat dalam 
Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ? 
2. Apakah akibat hukum yang terjadi jika hak-hak terdakwa/tersangka atas 
bantuan hukum tidak dipenuhi ? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui realisasi  Yuridis Normatif terhadap pasal 56 ayat (1) Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang makna dari 
kewajiban pemberian bantuan hukum terhadap Terdakwa /  Tersangka dalam 
penyelesain perkara pidаnа. 
2. Mengetahui akibat hukum khususnya terhadap penyidik dan pejabat yang 
berwenang akibat tidak dijalankannya pasal 56 аyаt (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHАP) tentаng kewаjibаn penegаk hukum 
dаlаm memberikаn bantuan penаsihаt hukum bаgi terdаkwа yаng diаncаmаn 
pidаnа 5 tаhun аtаu leƅih dаlаm proses perаdilаn pidаnа. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian tentang kewajiban penegak hukum memberikan 
bantuan hukum bagi terdakwa yаng diаncаm pidаnа 5 tаhun аtаu leƅih ini 
dihаrаpkаn dаpаt memƅerikаn mаnfааt seƅаgаi ƅerikut : 






















a. Sebagai bahan untuk perkembangan ilmu pengetahuan 
mengenai hak-hak atas terdakwa khususnya terdapat pada pаsаl 
56 аyаt (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentаng 
pemberiаn bаntuаn hukum 
b. Sebagai bentuk penambahan wawasan terutama jawaban atas 
permasalahan yang terjadi dаlаm penerаpаn pаsаl 56 аyаt (1) 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenаi 
pemƅeriаn ƅаntuаn hukum terhаdаp terdаkwа yаng diаncаm 
pidаnа 5 tаhun аtаu leƅih. 
c. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk perkembangan 
informasi dan pengetahuan ilmu dаlаm ƅidаng hukum. 
2. Manfaat Praktis 
a. Pemerintah khususnya penegak atau pejabat hukum yang 
bersangkutan dapat mengevaluasi kinerja dalam melindungi hak 
- hak atas tersangka atau terdakwa dalam proses perkara pidana 
b. Memberi pengetahuan yang membuat masyarakat lebih 
mengerti, mengenai pentingnya hak-hak atas tersаngkа atau 
terdakwa khususnyа dаlаm penerimаan ƅаntuаn hukum demi 


























E. Sistemаtikа Penulisаn 
Аdаpun sistemаtikа penulisаn sebаgаi berikut: 
BАB I Pendаhuluаn: Dаlаm bаb ini dijelаskаn tentаng lаtаr belаkаng yаng 
berisi tentаng аlаsаn yаng mendаsаri dilаkukаn penelitiаn dengаn judul Tinjauan 
Yuridis Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Dalam 
Penyelesain Perkara Pidana, dengаn rumusаn mаsаlаh terkаit Apakah Makna 
Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum yang termuat dalam Pasal 56 ayat (1) 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Apakah akibat hukum yang 
terjadi jika hak-hak terdakwa/tersangka atas bantuan hukum tidak dipenuhi 
BАB II Kаjiаn Pustаkа: Dаlаm bаb ini diurаikаn mengenаi tinjаuаn umum 
tentаng tinjauan umum bantuan hukum, pengertian tersangka atau 
terdakwa, pengertian dan pembagian Miranda principle, tinjaun umum 
tentang sistem peradilan pidana. 
BАB III Metode Penelitiаn: Mengurаikаn secаrа jelаs tentаng metode 
penelitiаn yаng dilаkukаn meliputi metode pendekаtаn yuridis 
normаtif, Penelitiаn hukum normаtif аdаlаh suаtu proses untuk 
menemukаn suаtu аturаn hukum, prinsip-prinsip hukum, mаupun 
doktrin-doktrin hukum gunа menjаwаb isu hukum yаng dihаdаpi. 
BАB IV Hаsil dаn Pembаhаsаn: Membаhаs tentаng Makna Kewajiban 
Pemberian Bantuan Hukum yang termuat dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab 






















terjadi jika hak-hak terdakwa/tersangka atas bantuan hukum tidak 
dipenuhi tersebut. 
BАB V Penutup: Dаlаm bаb ini аkаn diurаikаn kesimpulаn dаri hаsil 
penelitiаn dаn pembаhаsаn sertа rekomendаsi yаng diberikаn dаri 























I. Tinjauan Umum Bantuan Hukum 
a. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia 
Konsep bantuan hukum telah ada sejak berabad-abad yang lalu. 
Sebenarnya bantuan hukum telah dilaksanakan pada masyarakat Eropa 
sejak zaman Romawi. Pada saat itu, bantuan hukum berada dalam bidang 
moral dan dianggap sebagai suatu   pekerjaan   yang   mulia,   khususnya   
untuk   menolong   orang   tanpa mengharapkan dan menerima imbalan. 
Setelah Revolusi Prancis, bantuan hukum mulaimenjadibagian dari 
kegiatan hukum dengan lebih menekankan pada hak yang sama bagi 
warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan- kepentingannya 
dimuka pengadilan,dan hingga awal abad ke-20 (Dua Puluh), bantuan 
hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa dibidang 
hukum tanpa suatu imbalan.1 
Di Indonesia, bantuan hukum sudah ada sejak zaman penjajahan 
Belanda. Pada masa pra-kolonial, Belanda tidak memberlakukan hukum 
yang baru, tetapi menerapkan kebijaksanaan politik baru. Sejak permulaan, 
pihak (VOC) berketetapan menghormati hukum lokal, cara lain untuk 
mengatakan bahwa, pada umumnya mereka tidak dapat mengesampingkan, 
                                                             
1 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 





















kecuali bila kepentingan dagang jadi taruhan. Hal yang tidak mereka 
hormati adalah hubungan-hubungan ekonomi dan politik yang selamanya 
merupakan sumber ekonomi lokal. Pada tahun 1900- an, selama kurun 
kebijaksanaan politik etis, pembaruan hukum siap dilaksanakan. Namun,   
ditilik   dari   sudut   pandang   masyarakat   Indonesia,   sebagian   besar 
perubahan ini hanyalah penghalusan pola yang sudah terbentuk 
sebelumnya. Pada tahun 1848, terjadi perubahan besar dalam sejarah hukum 
negeri Belanda. Berdasarkan atas asas konkordansi, dengan Firman Raja 
tanggal 16 Mei  1848 No. 1, perundang-undangan baru di negeri Belanda 
tersebut juga diberlakukan di Indonesia. Peraturan tersebut antara lain 
peraturan tentang susunan kehakiman dan  kebijaksanaan  peradilan  
(Reglement  of  de  Regterlijke  Organisatic  en  het beleid der Justitie), yang 
biasa disingkat dengan R.O. Dalam peraturan hukum inilah diatur untuk 
pertama kalinya “Lembaga Advokat” sehingga dapat diperkirakan  bahwa  
bantuan  hukum  dalam  arti  yang  formal  baru  mulai  di Indonesia 
sekitar pada waktu-waktu tersebut.2 
Berdasarkan Pasal 163 ayat (1) Indische Staatsregeling (IS), 
penduduk Indonesia dibagi atas 3 golongan yaitu: 
a. Golongan Eropa 
Pendefinisian  golongan  Eropa di  depan  hukum  positif Hindia 
Belanda disusun pada ayat 2. Berdasarkan ayat ini, orang-orang 
Eropa, dihadapan hukum, adalah semua orangBelanda, semua 
                                                             
2 Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Suatu hakasasi Manusia Bukan Belas 





















orang non-Belanda yang berasal dari Eropa, semua orang Jepang, 
dan anak sah dari golongan Eropa yang diakui undang-undang. 
b. Golongan Bumi Putera 
Pendefinisan  golongan Indonesia ditemukan  pada  ayat  3.  
Definisi  golongan Indonesia dari ayat ini adalah orang-orang 
Indonesia asli (pribumi) atau golongan lain yang meleburkan diri. 
Golongan lain yang meleburkan diri adalah orang- orang bukan 
Indonesia asli, namun menjalani kehidupan meniru kehidupan orang 
pribumi  dengan  meninggalkan  hukum  asalnya.  Wanita  golongan  
lain  yang menikah dengan orang Indonesia asli juga termasuk 
dalam golongan Indonesia asli. 
c. Golongan Timur Asing 
Perumusan golongan Timur Asing dilakukan secara negatif. Diatur 
dalam ayat 4, orang-orang yang termasuk dalam golongan Timur 
Asing adalah golongan yang bukan termasuk dalam golongan 
Eropa maupun golongan  Indonesia. Ayat ini dibuat secara negatif 
untuk memastikan tidak ada masyarakat yang terlewat dari 
penggolongan.3 
Penggolongan terhadap masyarakat Indonesia pada masa 
penjajahan Belanda berdampak pada adanya perbedaan antara golongan 
yang satu dengan golongan yang lain dalam berbagai segi kehidupan, baik 
dalam segi kehidupan ekonomi, sosial   dan   politik.   Dalam   berbagai   
                                                             





















segi   kehidupan   tersebut,   golongan Indonesiaatau  yang  sering  disebut  
dengan  golongan  Bumiputera  (pribumi) menempati strata terbawah. 
Perbedaan  itu  berimplikasi  pada  sistem  peradilan  di  Indonesia  
pada  masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial Hindia Belanda, 
dikenal adanya 2 sistem peradilan.  Pertama,  hierarki  peradilan  untuk  
orang-orang  Eropa  dan   yang dipersamakan  yang  jenjang  peradilannya  
terdiri  atas  Residentiegerecht  untuk tingkat pertama, Raad van Justitie 
untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung (Hogerechtshof). Kedua, 
hierarki peradilan untuk orang-orang Indonesia dan yang dipersamakan, 
yang meliputi:  Districtgerecht,  Regentschapsgerecht,   dan Landraad. 
Demikian pula dengan hukum acara yang mengatur masing-masing 
sistem  peradilan  tersebut  berbeda  untuk  acara  pidana  maupun  acara  
perdata. Untuk Peradilan Eropa berlaku   Reglement op de 
Rechtsvordering   (Rv) untuk acara  perdatanya  dan    Reglement  op  de  
Strafvoerdering    (Sv)  untuk  acara pidananya.  Sedangkan  bagi  
Peradilan  Indonesia  berlaku    Herziene  Inlandsch Reglement (HIR), baik 
untuk acara perdata maupun acara pidananya. 
Apabila diperbandingkan, maka HIR memuat ketentuan 
perlindungan terhadap kekuasaan  pemerintah  yang  jauh  lebih  sedikit  
daripada  kitab  undang-undang untuk orang Eropa. Sebagai contoh, bagi 
orang-orang Eropa dikenal kewajiban legal  representation  by  a  lawyer    
(verplichte  procureur  stelling), baik  dalam perkara perdata maupun 
perkara pidana. Tampaknya hal ini lebih didasarkan pada pertimbangan 





















hukum mereka di negeri Belanda. Sedangkan tidak demikian halnya yang 
diatur untuk golongan Bumiputera. Pemerintah kolonial tidak menjamin 
hak fakir miskin Bumiputera untuk dibela advokat dan mendapatkan 
bantuan hukum.4 
Selama era reformasi, banyak usaha yang telah dilakukan untuk 
membentuk suatu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai 
bantuan hukum. Namun kebanyakan ketentuan tentang bantuan hukum 
diatur dalam suatu undang-undang yang tidak secara khusus mengatur 
mengenai bantuan hukum, seperti   Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  
1970  jo.  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Untuk merealisasikan 
kegiatan bantuan hukum selama belum adanya undang-undang yang secara 
tegas mengatur mengenai bantuan hukum,  dikeluarkanlah  Surat  Edaran  
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang 
Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, selanjutnya disebut  SEMA,  yang  
pada  dasarnya  melaksanakan  amanat    Pasal  56  dan  57 Undang-Undang   
Nomor   48   Tahun   2009   Tentang   Kekuasaan   Kehakiman. 
Ketentuan SEMA ini memerintahkan   setiap Pengadilan Negeri, 
Pengadilan Agama, dan Pengadilan TUN di Indonesia untuk segera 
membentuk Pos Bantuan Hukum, selanjutnya disebut Posbakum, guna 
                                                             





















memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara 
ekonomis.5 
Landasan hukum tentang bantuan hukum di Indonesia diperkuat 
dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Bantuan Hukum pada tanggal 2 November 2011 oleh Presiden Susilo 
Banbang Yudhoyono. Disahkannya   Undang-Undang   Bantuan   Hukum   
ini   memberikan   tatanan prosedural yang tegas dan pasti mengenai 
pemberian bantuan hukum sehingga hak-hak  masyarakat  miskin  lebih  
terlindungi  dan  terjamin  guna  memperoleh keadilan di depan hukum 
(equity before the law). 
b. Pengertian Bantuan Hukum 
Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum yang bersifat Cuma-
Cuma. Semua warga masyarakat аtаu wаrgа Negаrа memiliki аksesiƅilitаs 
yаng sаmа dаlаm memperoleh pelаyаnаn hukum.6 Di dаlаm Kitаƅ Undаng-
Undаng Hukum Аcаrа Pidаnа (KUHАP). Pelаksаnааn pemberiаn bаntuаn 
hukum hаnyа mengаtur mengenаi kondisi untuk menerimа ƅаntuаn hukum, 
tidаk memаpаrkаn secаrа jelаs аpа yаng dimаksud ƅаntuаn hukum itu 
sendiri. 
Oleh karena itu, diƅаngun suаtu konsep ƅаntuаn hukum. Pаdа 
dаsаrnyа ƅаik di Eropа mаupun di Аmerikа, terdаpаt duа model sistem 
ƅаntuаn hukum yаkni: 
                                                             
5 Lampiran 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 
Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. 





















a.  A Juridicial Right ( model yuridis-individuаl) 
Model ini menekankan pada sifat individualistis maksudnya adalah 
setiap orang akan selаlu mendаpаt hаk untuk memperoleh ƅаntuаn hukum, 
tergаntung pаdа wаrgа mаsyаrаkаt yаng memerlukаnnyа, merekа menemui 
pengаcаrа, dаn pengаcаrа аkаn memperoleh imƅаlаn jаsа-jаsа yаng 
diƅerikаnnyа kepаdа negаrа. Jаdi ƅilаmаnа seseorаng tidаk mаmpu, mаkа 
seseorаng itu аkаn mendаpаt ƅаntuаn hukum secаrа cumа-cumа. 
b.  A Welfare Right (model kesejаhterааn) 
Sistem hukum di Amerika Serikat ini berada dibawah pengaturan criminаl 
justice аct dаn economic opportunity аct. Keduа perаturаn itu mengаrаhkаn 
ƅаntuаn hukum seƅаgаi аlаt untuk mendаpаtkаn keаdilаn ƅаgi seluruh 
rаkyаt terutаmа ƅаgi merekа yаng tidаk mаmpu. Pаdа model ini dituntut 
cаmpur tаngаn yаng intensif dаri negаrа аtаu pemerintаh. Bаntuаn hukum 
merupаkаn sаlаh sаtu cаrа untuk memenuhi hаk-hаk merekа seƅаgаi wаrgа 
Negаrа.7 Bilа melihаt keduа model terseƅut, mаkа dаpаt diаmƅil kesimpulаn 
dimаnа disаtu pihаk ƅаntuаn hukum dаpаt dilihаt seƅаgаi suаtu hаk yаng 
diƅerikаn pаdа wаrgа mаsyаrаkаt untuk melindungi kepentingаn-
kepentingаn individuаl dаn di lаin pihаk seƅаgаi suаtu hаk аkаn 
kesejаhterааn yаng menjаdi ƅаgiаn dаri kerаngkа perlindungаn sosiаl yаng 
diƅerikаn suаtu negаrа kesejаhterааn. Аdаpun pengertiаn ƅаntuаn hukum 
mempunyаi ciri dаn istilаh ƅerƅedа,8  yаitu: 
 
                                                             
7 Soerjono Soekаnto, Bаntuаn Hukum Suаtu Tinjаuаn Sosio Yuridis, Ghаliа Indonesiа, 
Jаkаrtа, 1983, hlm 11. 
8 M Yаhyа Hаrаhаp, Pemƅаhаsаn Mаsаlаh dаn Penerаpаn KUHАP, Sinаr Grаfikа, 





















c. Legal aid 
Bantuan hukum sistem nаsionаl yаng diаtur secаrа lokаl dimаnа 
ƅаntuаn hukum ditujukаn ƅаgi merekа yаng kekurаngаn keuаngаnnyа dаn 
tidаk mаmpu memƅаyаr penаsihаt hukum priƅаdi. Jаdi, legаl аid ƅerаrti 
pemƅeriаn jаsа diƅidаng hukum kepаdа seseorаng yаng terliƅаt dаlаm suаtu 
kаsus аtаu perkаrа dimаnа dаlаm hаl ini: 
a. Pemberian jasa ƅаntuаn hukum dilаkukаn dengаn cumа-cumа. 
b. Bantuan ini lebih dikhususkаn ƅаgi yаng tidаk mаmpu dаlаm lаpisаn 
mаsyаrаkаt miskin 
tujuan dari bantuan hukum legаl аid аdаlаh menegаkkаn hukum 
dengаn jаlаn memƅelа kepentingаn dаn hаk аsаsi rаkyаt kecil yаng tidаk 
punyа dаn tidаk mengerti hukum hukum. 
d.  Legal assistance 
Legal assistance leƅih memаpаrkаn profesi dаri penаsihаt hukum 
seƅаgаi аhli hukum. Sehinggа dаlаm pengertiаn itu, seƅаgаi аhli hukum iа 
dаpаt menyediаkаn jаsа ƅаntuаn hukum untuk siаpа sаjа tаnpа terkecuаli. 
Аrtinyа, keаhliаn dаri seorаng аhli hukum dаlаm memƅerikаn ƅаntuаn 
hukum tidаk terƅаtаs pаdа kondisi seseorаng yаng miskin melаinkаn kepаdа 
siаpа sаjа tаnpа terkecuаli. 
e. Legal service 
Clarence J. Diaz memperkenаlkаn istilаh ini “Legаl service” 
memiliki mаknа leƅih luаs yаkni pelаyаnаn hukum seƅаgаi ƅentuk jаsа oleh 





















menjаmin аgаr tidаk seorаngpun didаlаm mаsyаrаkаt terаmpаs hаk hаknyа 
untuk memperoleh nаsehаt-nаsehаt hukum.9 
Istilаh legаl service sendiri memiliki mаknа dаn tujuаn, yaitu : 
a. Memberi bantuan kepаdа аnggotа mаsyаrаkаt yаng operаsionаlnyа 
ƅertujuаn menghаpuskаn kenyаtааn-kenyаtааn diskriminаtif dаlаm 
penegаkаn dаn pemƅeriаn jаsа ƅаntuаn аntаrа rаkyаt miskin yаng 
ƅerpenghаsilаn kecil dengаn mаsyаrаkаt kаyа yаng ƅerpenghаsilаn 
ƅesаr. 
b. Dengan pelayanan hukum yаng diƅerikаn kepаdа аnggotа 
mаsyаrаkаt yаng memerlukаn, dаpаt diwujudkаn keƅenаrаn hukum 
itu sendiri oleh аpаrаt penegаk hukum dengаn jаlаn menghormаti 
setiаp hаk yаng diƅenаrkаn hukum ƅаgi setiаp аnggotа mаsyаrаkаt 
yаng memƅedаkаn kаyа dаn miskin. 
c. Disamping untuk menegаkkаn hukum dаn penghormаtаn kepаdа 
yаng diƅerikаn hukum kepаdа setiаp orаng. Legаl service leƅih 
cenderung menyeleseikаn persengketааn dengаn menempuh jаlаn 
dаmаi. 
Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan 
sebagai upaya untuk membantu golongan  yang tidak mampu  dalam 
bidang hukum. 10
  
Frans Hendra  Winarta  menyatakan  bahwa,  bantuan  
hukum  adalah  hak  dari  orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar 
(pro bono publico) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum.11 
                                                             
9 Bаmƅаng Sunggono dаn Аries Hаriаnto, Аrtikel Mengenаi Bаntuаn Hukum dаn Hаk 
Аsаsi Mаnusiа, Binаciptа, Bаndung, 1994, hlm 9 
10 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Op.cit.hlm.7 





















Bedasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum, bantuan hukum 
adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara 
cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Dalam Pasal 1 angka 9 
Undang-undang RI No. 18 Tahun  2003 Tentang Advokat menyatakan 
bahwa, “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat 
secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu”. Pengertian bantuan 
hukum juga dapat dilihat dalam   Peraturan Perhimpunan Advokat   
Indonesia   Nomor   1   Tahun   2010   Tentang   Petunjuk   Pelaksanaan 
Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Berdasarkan Pasal 1 
angka 1 Peraturan  Perhimpunan  Advokat  Indonesia  Nomor  1  Tahun  
2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara 
Cuma-Cuma, menyatakan bahwa, “Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma 
adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran 
honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, 
mewakili, mendampingi, membela,  dan  melakukan  tindakan  hukum  
lain  untuk  kepentingan  Pencari keadilan bagi yang tidak mampu.” 
Pengertian bantuan hukum yang agak luas juga pernah disampaikan 
oleh Kepala Kepolisian  Republik  Indonesia  (Kapolri)  yakni  sebagai  
berikut  :  “Pendidikan klinis sebenarnya tidak hanya terbatas untuk jurusan-
jurusan pidana dan perdata untuk akhirnya tampil di muka pengadilan, tetapi 
juga untuk jurusan-jurusan lain seperti jurusan hukum tata negara, hukum 
administrasi pemerintahan, hukum internasional dan lain-lain, yang 
memungkinkan pemberian bantuan hukum di luar   pengadilan   misalnya,   





















bantuan di  Imigrasi atau Departemen Kehakiman,  bantuan hukum kepada 
seseorang yang menyangkut urusan internasioanl di Departemen Luar 
Negeri, bahkan memberikan bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum 
termasuk sasaran bantuan hukum dan lain sebagainya.12
 
Sedangkan pengertian bantuan hukum yang lebih sempit juga 
pernah disampaikan oleh   Jaksa Agung Republik Indonesia yang 
menyatakan bahwa, bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh 
seseorang terdakwa dari seorang penasehat hukum sewaktu perkaranya 
diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan 
perkaranya di muka pengadilan.13 
c. Dasar Hukum Bantuan Hukum  
Negara Indonesia telah memberikan jaminan untuk mendapatkan 
bantuan hukum. Jaminan tersebut ada dalam konstitusi, Undang-Undang, 
serta peraturan pelaksanaannya. Dasar hukum tentang bantuan hukum 
adalah sebagai berikut : 
1. Pancasila 
Pancasila adalah dasar dari segala sumber hukum tertinggi di 
Indonesia. Setiap ketentuan atau peraturan yangberlaku harus sesuai 
dengan nilai-nilai yang terdapat dalam  pancasila.  Sila  kedua  yang  
menyatakan  “Kemanusiaan  yang  Adil  dan Beradab” merupakan bukti 
bahwa hubungan antar sesama manusia harus didasarkan pada rasa 
                                                             
12 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Op.cit.hlm.9. 





















kemanusiaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabatnya 
sebagai makhluk ciptaan Tuhan. 
Dengan berpegangan pada sila kedua Pancasila, bantuan hukum 
dan pancasila memiliki  persamaan  dimana  setiap  manusia  harus  
diperlakukan  sama  tanpa adanya diskriminasi antara golongan kaya 
maupun miskin, perbedaan agama, ras, suku bangsa atau gender. Begitu 
juga dihadapan hukum,setiap manusia harus diperlakukan sama di 
depan hukum, yakni berhak untuk diperlakukan secara adil dan 
mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh bantuan 
hukum. 
2. Undang-Undang Dasar 1945 
Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa,  
“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.  
Kemudian, dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan 
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 
hukum”.  
Pasal tersebut dengan jelas berhubungan dengan bantuan 
hukum,dimana setiap warga negara berhak memperoleh persamaan 
kedudukan dalam bidang hukum, yaitu kesempatan untuk mendapatkan 






















3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 
UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini menjadi 
salah satu bentuk pelaksanaan hak konstitusional setiap orang untuk 
mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, sekaligus 
sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memberikan bantuan 
hukum bagi orang miskin. 
4. Kovenan Internasional tentang Hak-hak  Sipil dan Politik ( 
Kovenan Hak-hak Sipol - International Covenant on Civil and 
Political Right). 
Pasal 16 dan Pasal 26 Konvensi itu menjamin akan 
persamaan kedudukan di depan hukum (equity before the law) dimana 
semua orang berhak untuk perlindungan dari hukum serta harus 
dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras,  warna  kulit,  jenis  
kelamin,  bahasa,  agama,  pandangan  politik  berbeda, nasional atau 
asal muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain- 
lainnya. 
5. Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat 
Penjelasan tentang bantuan hukum bagi orang miskin terdapat 
dalam BAB IV Tentang Bantuan Hukum cuma-cuma seperti yang 
tercantum dalam Pasal 22 Ayat (1)  dan  (2).  Hubungan  pasal  tersebut  
dnegan  bantuan  hukum  adalah  bahwa seorang advokat  wajib  





















keadilan yang tidak mampu,dan diatur lebih lanjut dengan peraturan 
pemerintah. 
6. Undang-Undang No.48 Tahun  2009 Tentang Kekuasan Kehakiman 
Dasar hukum tentang bantuan hukum dimuat dalam BAB XI 
Tentang Bantuan Hukum pada Pasal 56 dan Pasal 57. Pasal 56 Ayat 
(1) dan (2) mempunyai hubungan dengan bantuan hukum dimana 
setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan 
hukum,dan negara yang menanggung biaya perkara bagi pencari 
keadilan yang tidak mampu. Sedangkan pada Pasal 57 Ayat (1),(2) dan 
(3) hubungannya dengan bantuan hukum  adalah setiap pengadilan 
negeri harus membentuk pos bantuan hukum agar pencari keadilan 
yang tidak mampu dapat memperoleh bantuan hukum yang diberikan 
secara cuma-cuma pada semua tingkat   peradilan   sampai   pada   
putusan   terhadap   perkara   tersebut   telah memperoleh   kekuatan   
hukum   tetap   dilaksanakan   sesuai   dengan   ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
7. Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun  1981 Tentang 
Hukum Acara Pidana 
Undang-Undang ini memberikan  perlindungan Hak Asasi 
Manusia (HAM) yang sangat besar, dengan mengatur secara rinci hak-
hak yang dimiliki dan dapat diperoleh oleh tersangka dan terdakwa 
selama proses pemeriksaan perkaranya belangsung. Pemberian hak-





















kepada aparat penegak hukum agar hak-hak tersebut dapat terealisasi 
dalam praktek peradilan pidana di Indonesia. Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang tata cara 
mendapatkan penasehat hukum, yaitu pada Pasal 56 ayat (1) dan (2). 
8. Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia 
Penjelasan tentan bantuan hukum bagi orang miskin terdapat 
dalam Pasal 18. Pasal 18 menyatakan bahwa seseorang yang diperiksa 
berhak mendapatkan bantuan  hukum  sejak  saat  penyidikan  sampai  adanya  
putusan  pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
9. PP No.  83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian 
Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma 
Dasar hukum tentang bantuan hukum bagi orangmiskin terdapat 
pada Pasal 2, 3, 5, 10, dan 12. Dalam Pasal 2, dinyatakan bahwaadvokat 
diharuskan untuk memberikan   bantuan   hukum   secara   Cuma-Cuma   
kepada   semua   lapisan masyarakat pencari keadilan dengan tidak 
memandang dari pangkat, jabatan maupun golongan, ataupun status sosial 
lainnya yang ada dalam masyarakat.  Pasal 3 ayat (1) dan (2) menyebutkan 
bahwa bantuan hukum  yang diberikan cuma-cuma berlaku disetiap 
tingkatan proses peradilan, baik di dalam maupun diluarpersidangan. Pasal 
5 menyatakan bahwa permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma   boleh 
diajukan secara bersama-sama oleh para pencari keadilan apabila 





















Pasal 10 menyebutkan bahwa advokat dalam memberikan bantuan 
hukum secara cuma- cuma harus memberikan perlakuan yang sama dengan 
pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran atau 
honorarium. Dan pada Pasal 12 ayat (1) dan  (2)  menyatakan  bahwa  
advokat  dilarang  menolak  permohonan  bantuan hukum secara cuma-
cuma dan apabila terjadi penolakan permohonan pemberian bantuan 
hukum. 
10. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  No.10  Tahun  2010  
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan 
Umum. Penjelasan mengenai bantuan hukum terdapat dalamPasal 1 angka 
(1), (2) dan (3). Pada Pasal 1 angka 1, penyelengara dan penggunaan 
anggaran bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Umum adalah meliputi 
Pos Bantuan Hukum, Bantuan Jasa Advokat, Pembebasan Biaya Perkara, 
baik Pidana maupun Perdata dan Biaya Sidang di Tempat Sidang Tetap. 
Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa pemohon bantuan hukumadalah 
pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok 
orang yang secara ekonomis tidak mampu dan   memiliki kriteria miskin 
sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan upah 
minimum regional atau program jaring pengaman sosial lainnya.  Pasal 1 
angka 3 menyatakan  bahwa  pos  bantuan  hukum  (Posbakum)  adalah     
ruang   yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi 
Advokat Piket dalam memberikan  layanan  bantuan  hukum  kepada  






















d. Ruang Lingkup Bantuan Hukum 
Berdasarkan pasal 4 Undаng-Undаng Republik Indonesiа Nomor 16 
Tаhun 2011, bаntuаn hukum diberikаn kepаdа penerimа bаntuаn hukum 
yаng menghаdаpi mаsаlаh hukum keperdаtааn, pidаnа, dаn tаtа usаhа 
negаrа bаik litigаsi mаupun non litigаsi. Bаntuаn hukum yаng dimаksud 
meliputi menjаlаnkаn kuаsа, mendаmpingi, membelа, dаn/аtаu melаkukаn 
tindаkаn hukum lаin untuk kepentingаn hukum penerimа bаntuаn hukum. 
Bantuan hukum yаng diberikаn secаrа cumа-cumа kepаdа penerimа 
bаntuаn hukum jikа penerimа bаntuаn hukum tidаk dаpаt memenuhi hаk 
dаsаr secаrа lаyаk dаn mаndiri. Sesuаi dengаn pаsаl 5 Undаng-Undаng 
Republik Indonesiа Nomor 16 Tаhun 2011 yаng dimаksud dengаn hаk dаsаr 
secаrа lаyаk dаn mаndiri аdаlаh sebаgаi berikut: 
a. Hak atas pangan 
b. Hak atas sandang 
c. Hak atas layanan kesehatan 
d. Hak atas layanan pendidikan 
e. Hak atas pekerjaan dan usaha 
f. Hak atas tempat tinggal atau rumah 
e. Penyelenggaraan Bantuan Hukum 
Bantuan hukum diselenggarakan dаlаm rаngkа untuk membаntu 
penyelesаiаn permаsаlаhаn hukum yаng dihаdаpi penerimа bаntuаn hukum. 
Pemberiаn bаntuаn hukum yаng diberikаn kepаdа penerimа bаntuаn hukum 
diselenggаrаkаn oleh Menteri Hukum dаn HАM dаn dilаksаnаkаn oleh 





















pаsаl 6 аyаt (3) Undаng-Undаng Republik Indonesiа Nomor 16 Tаhun 
2011, menteri mempunyаi tugаs sebаgаi berikut : 
a. Menyusun dan menetapkan kebijаkаn penyelenggаrааn Bаntuаn Hukum; 
b. Menyusun dan menetapkan Stаndаr Bаntuаn Hukum berdаsаrkаn аsаs-
аsаs pemberiаn Bаntuаn Hukum; 
c. Menyusun rencana Anggaran Bantuan Hukum; 
d. Mengelola anggaran Bаntuаn Hukum secаrа efektif, efisien, trаnspаrаn, 
dаn аkuntаbel; 
e. Menyusun dan menyampaikan lаporаn penyelenggаrааn Bаntuаn 
Hukum kepаdа Dewаn Perwаkilаn Rаkyаt pаdа setiаp аkhir tаhun 
аnggаrаn. 
 
Berdasarkan uraian diatas, mаkа penerаpаn pаsаl 56 аyаt (1) KUHАP 
terhаdаp terdаkwа yаng diаncаm pidаnа 5 tаhun аtаu lebih dаlаm proses 
perаdilаn pidаnа dikаitkаn dengаn Undаng-Undаng Republik Indonesiа Nomor 
16 Tаhun 2011 dаpаt dilаksаnаkаn аtаs dаsаr pertimbаngаn berikut ini: 
a. Penerima bantuan hukum dаlаm hаl ini terdаkwа merupаkаn golongаn 
miskin yаng tidаk dаpаt memenuhi hаk dаsаr secаrа lаyаk dаn mаndiri. 
b. Bantuan hukum diberikan kepаdа penerimа bаntuаn hukum yаng 
diselenggаrаkаn oleh menteri dаn dilаksаnаkаn oleh pemberi bаntuаn 
hukum. 
c. Adanya anggaran bantuan hukum yаng disusun oleh menteri dаn 






















e. Pengertian Penasihat Hukum 
Pengertian penasihat hukum аtаu ƅiаsа diseƅut Аdvokаt menurut 
Pаsаl 1 ƅutir (1) Undаng-Undаng Nomor 18 Tаhun 2003 tentаng Аdvokаt 
аdаlаh orаng yаng ƅerprofesi memƅeri jаsа hukum, ƅаik di dаlаm mаupun 
di luаr pengаdilаn yаng memenuhi persyаrаtаn ƅerdаsаrkаn ketentuаn 
undаng-undаng ini. Sedаngkаn pengertiаn penаsihаt hukum menurut Pаsаl 
1 ƅutir 13 Kitаƅ Undаng-Undаng Hukum Аcаrа Pidаnа аdаlаh seseorаng 
yаng memenuhi syаrаt yаng ditentukаn oleh аtаu ƅerdаsаr undаng-undаng 
untuk memƅeri ƅаntuаn hukum. Kemudiаn menurut Frаns Hendrа Winаrtа, 
dаlаm pekerjааn legаl counseling (konsultаn hukum) sudаh termаsuk 
didаlаmnyа mendаmpingi, memƅаntu, dаn menyаtаkаn sаlаh аtаu tidаk 
ƅersаlаh seseorаng di Pengаdilаn mаupun sidаng umum lаinnyа.14 
Sumpah atau Janji Advokat Berdasarkan pasal 4 Undаng-Undаng 
Republik Indonesiа Nomor 18 Tаhun 2003, аdvokаt wаjib bersumpаh 
menurut аgаmаnyа аtаu berjаnji dengаn sungguh-sungguh di sidаng terbukа 
Pengаdilаn Tinggi di wilаyаh domisili hukumnyа. Sumpаh аtаu jаnji 
аdvokаt аdаlаh sebаgаi berikut: 
a. Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji : 
1. Bahwa saya akan memegang teguh dаn mengаmаlkаn Pаncаsilа 
sebаgаi dаsаr negаrа dаn Undаng-Undаng Dаsаr Negаrа Republik 
Indonesiа; 
                                                             





















2. bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, lаngsung аtаu tidаk 
lаngsung dengаn menggunаkаn nаmа аtаu cаrа аpаpun jugа, tidаk 
memberikаn аtаu menjаnjikаn bаrаng sesuаtu kepаdа siаpаpun jugа; 
3. bahwa saya dalam melaksanakan tugаs profesi sebаgаi pemberi jаsа 
hukum аkаn bertindаk jujur, аdil, dаn bertаnggung jаwаb 
berdаsаrkаn hukum dаn keаdilаn; 
4. bahwa saya dalam melaksanakan tugаs profesi di dаlаm аtаu di luаr 
pengаdilаn tidаk аkаn memberikаn аtаu menjаnjikаn sesuаtu kepаdа 
hаkim, pejаbаt pengаdilаn аtаu pejаbаt lаinnyа аgаr memenаngkаn 
аtаu menguntungkаn bаgi perkаrа Klien yаng sedаng аtаu аkаn sаyа 
tаngаni; 
5. bahwa saya akan menjaga tingkаh lаku sаyа dаn аkаn menjаlаnkаn 
kewаjibаn sаyа sesuаi dengаn kehormаtаn, mаrtаbаt, dаn tаnggung 
jаwаb sаyа sebаgаi Аdvokаt; 
6. bahwa saya tidak akan menolak untuk melаkukаn pembelааn аtаu 
memberi jаsа hukum di dаlаm suаtu perkаrа yаng menurut hemаt 
sаyа merupаkаn bаgiаn dаripаdа tаnggung jаwаb profesi sаyа 
sebаgаi seorаng Аdvokаt.” 
Dalam sumpah poin ke 6 (enam) disebutkаn bаhwа аdvokаt 
wаjib melаkukаn pembelааn аtаu memberi jаsа hukum didаlаm suаtu 
perkаrа sesuаi tаnggung jаwаb profesinyа yаng berаrti bаhwа penаsihаt 
hukum (аdvokаt) dilаrаng menolаk perkаrа yаng diаnggаp wаjаr 






















f. Bantuan Hukum Cuma-Cuma 
Dalam pasal 22 ayat (1) Undаng-Undаng Republik Indonesiа Nomor 
18 Tаhun 2003 yаng berbunyi: 
“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma 
kepada pencari keadilan yang tidak mampu.” 
 
Yang berarti bahwa аdvokаt wаjib memberikаn jаsа bаntuаn 
hukumnyа secаrа cumа-cumа kepаdа penerimа bаntuаn hukum yаng miskin 
аtаu tidаk mаmpu melаlui persyаrаtаn dаn tаtа cаrа yаng diаtur lebih lаnjut 
dаlаm perаturаn pemerintаh. 
Berdasarkan hal ini mаkа penаsihаt hukum (аdvokаt) mempunyаi 
kewаjibаn dаlаm memberikаn bаntuаn hukum terhаdаp terdаkwа yаng 
diаncаm pidаnа 5 tаhun аtаu lebih yаng tidаk mаmpu аtаu miskin secаrа 
cumа-cumа dаn penаsihаt hukum tidаk dаpаt menolаk jikа terdаkwа 
memintа bаntuаn hukum dаrinyа dengаn syаrаt kаsus yаng dihаdаpi wаjаr 
untuk ditаngаni oleh penаsihаt hukum sesuаi dengаn tаnggung jаwаb 
profesinyа. 
g.Jenis-Jenis Bantuan Hukum 
Pembagian jenis-jenis bantuan hukum sangat berguna untuk 
dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian terhadap hubungan 
antaraberbagai faktor sosial untuk menghadapi masalah-masalah yang 
berhubungan dengan tatacara pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi 























Schyut, Groenendijkdan Sloot membagi bantuan hukum menjadi 
lima jenis, yaitu: 
1) Bantuan Hukum Preventif (Preventif Rechthulp)  
Yaitu bantuan hukum yang bertujuan memberikan penerangan dan 
penyuluhan hukum kepada masyarakat; 
2) Bantuan Hukum Diagnosik (Diagnosic Rechthulp) 
Yaitu bantuan hukum yang bertujuan untuk memberikan bimbingan dan 
nasehat yang biasanya disebut dengan konsultan hukum; 
3) Bantuan Hukum Pengendalian Konflik ( Konflick Reguleren De Rechthulp) 
Yaitu bantuan hukum untuk menyelesaikan masalah hukum konkrit sevara 
aktif baik  diluarmaupun  dimuka  persidangan,  jenis  bantuan  hukum  
ini  biasanya diberikan khusus bagi masyarakat yang tidak mampu atau 
miskin; 
4) Bantuan Hukum Pembentukan Hukum (Rechtsvomende Rechthulp) 
Adalah bantuan hukum yang mencakup udaha-usaha pemberian masukan 
atau saran yang bertujuan menghasilkan yurisprudensi yang lebih tegas, 
tepat, jelas dan benar 
5) Bantuan Hukum Pembaharuan Hukum ( Rechtverniewwende Rechthulp) 
Yaitu bantuan hukum yang meliputi usaha-usaha untuk mengadakan 























Jenis-jenis bantuan hukum yang terdapat di Indonesia adalah : 
1. Bantuan hukum konvensional, merupakan tanggung jawab moral profesional 
advokat, sifatnya indivisual,pasif, terbatas pada pendekatan formal atau 
legal,dan bentuk  bantuan  hukum  berupa pendampingan  serta pembelaan  
di pengadilan; 
2. Bantuan hukum konstitusional,adalah bantuan hukum untuk masyarakat 
miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih 
luas dari sekedar pelayanan hukum di pengadilan. Berorientasi pada 
perwujudan negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan 
Hak Asasi Manusia. Bersifat aktif, tidak terbatas pada indivisu dan tidak 
terbatas pada format legal; 
3. Bantuan hukum struktural,dalam hal ini, bantuan hukum bukan merupakan 
sekedar pelembagaan pelayanan hukum untuk simiskin, tetapi merupakan 
sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari 
belenggu struktur politik,ekonomi, sosial, setabudaya yang sarat akan 
penindasan. Masyarakat miskin yang paham tentang pengetahuan dan 
pemahaman kepentingan-kepentingan bersama mereka dan adanya 
pengertian bersama di kalangan masyarakat miskin tentang perlunya 
kepentingan- kepentingan mereka yang perlu dilindungi oleh hukum, 






















tentang hak-hak mereka yang telah  diakui  hukum,  dan  adanya  kecakapan  
dan  kemandirian  di  kalangan  
     masyarakat miskin untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan 
kepentingan mereka dalam masyarakat.15 
II. Pengertian Tersangka dan Terdakwa 
Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan 
perbedaan   antara   apa   yang   dimksud   dengan Tersangka   atau Terdakwa. 
Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana, menyatakan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya  atau  
keadaannya,  berdasarkan  bukti  permulaan  patut diduga sebagai pelaku 
tindak pidana. Sedangka terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, 
diperiksa dan diadili di sidang pengadilan Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana. 
Menurut  Mohammad  Taufik  Makarao  dan  Suhasril bahwa dari 
pengertian ini dapat dikatakan bhawa tersangka masih pada tingkat pemeriksaan 
penyidik (polisi), sedangkan terdakwa sudah pada tingkat jaksa (penuntut 
umum) dan pemeriksaan pengadilan.16 
                                                             
15 http://www.tanyahukum.com/uncategorized/179/jenis-bantuan-hukum-di-indonesia/ 
Diakses pada 23 november 2017 pukul 21.25 WIB 
16 Mohammmad Taufik Makarao dan Suhasril,. Hukum Acara Pidana dalam teori dan 























Sedangkan Andi Hamzah, menyatakan bahwa Wetboek van 
Strafvordering Belanda tidak membedakan istilah tersangka dan terdakwa (tidak 
lagi memakai dua istilah beklaagde dan verdachte, tetapi hanya memakai satu 
istilah untuk kedua macam pengertia itu, yaitu istilah verdachte).17 Namun, 
demikian, dibedakan pengertian verdachte sebelum penuntutan dan sesudah 
penuntutan, dan pengertian verdacte sebelum penuntutan paralel dengan 
pengertian tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita. 
Sedangkan pengertian verdachte sesudah penuntutan paralel dengan pengertian 
terdakwa seperti tersebut pada butir 15 di muka.  
Sama dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah  
Inggris  dibedakan  pengertian  teh suspect (sebelum penuntutan) dan the 
accused (sesudah penuntutan). Dengan penjelsan di atas, baik tersangka maupun 
terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan 
bukti dan keadaan yang nyata atau fakta. Oleh karena itu orang tersebut : 
a.  Harus diselidiki, disidik dan diperiksa oleh penyidik. 
b.  Harus  dituntut  dan  diperiksa  dimuka  sidang  pengadilan  oleh penuntut 
 umum dan hakim. 
                                                             
17 Andi Hamzah . Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi revisi. Sinar Grafika.Jakarta, 























b. Jika perlu terhadap tersangka atau terdakwa dapat dilakukan tindakan 
upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 
penyitaan benda sesuai  dengan cara yang ditentukan oleh undang-
undang .18 
III. Pengertian dan Pembagian Miranda Principle 
Dalam praktiknya dibagi menjadi tiga bagian sebagaimana 
dikemukakan Sofyan Lubis sebagai berikut:19 
1) Miranda Rule adalah suatu aturan yang mengatur hak-hak seseorang yang 
dituduh atau disangka melakukan tindak pidana, sebelum diperiksa oleh 
penyidik atau instansi yang berwenang. Di Indonesia tidak semua prinsip-
prinsip Miranda Rule diakomodir kedalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku. hanya dua prinsip Miranda Rule yang telah 
diakomodir dalam peraturan perundang-undangan, yaitu: Hak untuk 
mendapatkan/menghubungi penasihat hukum/advokat Pasal 54, 55,dan 
114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan jika tidak mampu 
berhak untuk disediakan penasihat hukum/advokat Pasal 56 ayat (1) Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
2) Miranda Rights adalah hak-hak tertentu seseorang yang disangka 
melakukan tindak pidana sebelum dirinya diperiksa yang harus dihormati 
                                                             
18 M. Yahya. Harahap. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan 
dan Penuntutan; Edisi ke dua. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.hlm 330 






















oleh penyidik atau pihak kepolisian. Miranda Rigths yang diakui 
diseluruh dunia adalah sebagai berikut: 
a) Hak untuk diam, dan menolak untuk menjawab pertanyaan polisi 
sebelum diperiksa oleh penyidik; 
b) Hak untuk menghubungi penasihat hukum dan mendapatkan bantuan 
hukum dari penasihat hukum/advokat yang bersangkutan; 
c) Hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya (Advokat); 
d) Hak untuk disediakan penasihat hukum, jika tersangka tidak mampu 
menyediakan penasihat hukum/advokat sendiri. 
3) Sedangkan Miranda Warning adalah peringatan yang harus diberikan 
oleh penyidik kepada tersangka/terdakwa. Dalam pelaksanaannya di 
Amerika, peringatan (warning) ini dikenal dengan the four miranda 
warning, yaitu : 
“You have the right to remain silent, anything you say can be used against 
you in acourt of law. You have the right to speak to an attorney, and to 
attorney present during any questioning. If you can’t affor a lawyer, one 
will be provide for you at government expense.” 
Tersangka sebelum diinterogasi harus diberikan informasi jelas bahwa 
mereka berhak untuk diam, dan segala apa yang dikatakannya bisa digunakan 
untuk melawannya di pengadilan. Tersangka berhak untuk mendapatkan 
bantuan dari penasihat hukum jika tersangka tidak mampu maka akan 






















Polisi tidak bisa bertanya langsung kepada tersangka ditempat kejadian. 
Jika dilakukan, maka hal tersebut tidak sah dan tidak dapat dijadikan bukti 
untuk memberatkan tersangka di pengadilan.namunPolisi tetap bisa 
menanyakan identitas tersangka, seperti: Nama, tempat tanggal lahir, alamat 
dan identitas lainnya, tanpa terlebih dahulu membacakan peringatan tersebut 
(MirandaWarning). Polisi dapat memberikan pertanyaan ringan, namun 
tentunya tersangka mempunyai hak untuk menolak memberikan jawaban. 
Penangkapan dinyatakan ilegal jika polisi mengabaikan dalam membacakan 
hak-hak untuk tersangka. 
Tujuan prinsip Miranda Rule yang terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah agar terjamin 
pemeriksaan yang adil dan manusiawi terhadap diri tersangka/terdakwa, 
sebab dengan hadirnya penasihat Hukum untuk mendampingi, membela hak- 
hak hukum bagi tersangka atau terdakwa sejak dari proses penyidikan sampai 
pemeriksaan di pengadilan dimaksudkan dapat berperan melakukan kontrol, 
sehingga proses pemeriksaan terhindar dari penyiksaan, pemaksaan dan 
kekejaman yang dilakukan oleh penegak hukum dalam proses peradilan 
sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. 
Dari uraian di atas, Miranda Rule dapat dikategorikan sebagai hak asasi 
manusia atau lebih khusus lagi sebagai Hak Tersangka/Terdakwa yang harus 






















kebebasan, akan   tetapi   kebebasan   itu   berakhir ketika mulai merambah 
kewilayah kebebasan orang lain.20
 
Adapun pembahasan dan Penerapan yang menerangkan dalam pasal 56 
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengandung berbagai 
aspek permasalahan hukum yaitu : 
1. Mengandung aspek nilai Hak Asasi Manusia, sesuai dengan deklarasi 
“universal” Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa hadirnya 
penasihat hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa 
merupakan nilai yang inheren pada diri manusia. Dengan demikian 
mengabaikan hak ini bertentangan  dengan  nilai Hak Asasi Manusia 
2. Pemenuhan hak ini dalam proses peradilan pada semua tingkat 
pemeriksaan, menjadi kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan, 
sehingga mengabaikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana ini mengakibatkan  hasil pemeriksaan   tidak sah 
dan batal demi hukum. 
3. Bahwa Pasal 56 ayat  (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
sebagai ketentuan yang bernilai tinggi telah diangkat menjadi salah satu 
patokan Miranda Rule atau Miranda Principle, yang menegaskan apabila 
pemeriksaan penyidikan, penuntutan, atau persidangan, tersangka atau 
terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, maka sesuai dengan 
                                                             
20 Barda Nawawi  Arief,  Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana 






















Miranda Rule, pemeriksaan adalah sah atau batal demi hukum (null and 
void).21 
Dapat disimpulkan bahwa setiap penyidik secara langsung 
mengkondisikan tersangka atau terdakwa hingga kedalam proses penyidikan 
ada yang di dampingi dan tidak di dampingi oleh pengacara dan tidak punya 
pilihan lain kecuali bersedia diperiksa tanpa didampingi penasihat hukum. 
Kondisi  ini  menunjukkan adanya pelanggaran Miranda Rule di Indonesia 
karena belum banyak mendapatkan perhatian, baik dari para penegak hukum 
maupun pemimpin Negara,  baik  eksekutif,  legislatif maupun yudikatif, 
sehingga sangat terkesan pelanggaran itu dibiarkan. Di Amerika Serikat, 
pelanggaran terhadap Miranda Rule akan mengakibatkan penuntutan yang 
dilakukan oleh jaksa penuntut  umum  tidak  dapat  diterima dan pengakuan 
yang dibuat oleh tersangka tidak sah. 
IV. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana 
i. Pengertian Sistem Peradilan Pidana 
Jika diuraikan dari kata sistem, peradilan dan pidana dаpаt diаrtikаn 
bаhwа sistem аdаlаh perаngkаt unsur secаrа terаtur sаling berkаitаn sehinggа 
membentuk suаtu totаlitаs. Perаdilаn аdаlаh segаlа sesuаtu mengenаi perkаrа 
pengаdilаn. Dаn pidаnа аdаlаh kejаhаtаn аtаu kriminаl. Sistem perаdilаn 
pidаnа аdаlаh sistem yаng dibuаt untuk menаnggulаngi kejаhаtаn yаng dаpаt 
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menggаnggu ketertibаn dаn mengаncаm rаsа аmаn mаsyаrаkаt dаn merupаkаn 
sаlаh sаtu usаhа mаsyаrаkаt untuk mengendаlikаn kejаhаtаn аgаr tetаp berаdа 
dаlаm bаtаs-bаtаs tolerаnsi yаng dаpаt diterimа.22 Berikut ini аdаlаh pengertiаn 
sistem perаdilаn pidаnа menurut beberаpа аhli : 
a. Menurut Soerjono Soekanto, sistem perаdilаn pidаnа merupаkаn suаtu 
keseluruhаn yаng terаngkаi dаn terdiri аtаs unsur-unsur yаng sаling 
berhubungаn secаrа fungsionаl, sistem perаdilаn pidаnа tersebut terdiri аtаs 
unsur-unsur yаng mаsing-mаsing merupаkаn suаtu subsistem dаri sistem 
tersebut.23 
b. Menurut Muladi, sistem perаdilаn pidаnа merupаkаn suаtu jаringаn perаdilаn 
yаng menggunаkаn hukum pidаnа sebаgаi sаrаnа utаmаnyа, bаik hukum 
pidаnа mаteriil, hukum pidаnа formil mаupun hukum pelаksаnааn pidаnа.24 
c. Menurut Remington dan Ohlin, sistem perаdilаn pidаnа sebаgаi pemаkаiаn 
pendekаtаn sistem terhаdаp mekаnisme аdministrаsi perаdilаn pidаnа dаn 
perаdilаn pidаnа sebаgаi suаtu sistem merupаkаn interаksi аntаrа perаturаn 
perundаng-undаngаn, prаktik аdministrаsi dаn sikаp аtаu tingkаh lаku sosiаl.25 
                                                             
22 Mаrdjono Reksodiputro, Kriminologi Dаn Sistem Perаdilаn Pidаnа, Lembаgа 
Kriminologi UI, Jаkаrtа, 1997, hlm 140. 
23 Soerjono Soekаnto, Efektifitаs Hukum dаn Perаnаn Sаnksi, Remedjа Kаryа, Bаndung, 
1988, hlm 68. 
24 Mulаdi, Kаpitа Selektа Sistem Perаdilаn Pidаnа, Bаdаn Penerbit Universitаs Diponegoro, 
Semаrаng, 1995, hlm 18. 
25 Romli Аtmаsаsmitа, Sistem Perаdilаn Pidаnа (Criminаl Justice System) Perspektif 






















Jika ditelaah dan dianalisis dari beberapa arti menurut pаrа аhli dаpаt 
diаmbil kesimpulаn bаhwа tujuаn dаri аdаnyа sistem perаdilаn pidаnа аdаlаh 
sebаgаi berikut : 
a. Mencegah terjadinya korban dalam masyarakat. 
b. Menanggulangi kejahatan yаng terjаdi sehinggа mаsyаrаkаt merаsа puаs 
bаhwа keаdilаn telаh ditegаkkаn dаn yаng bersаlаh dipidаnа. 
c. Memberikan efek jera terhаdаp pelаku kejаhаtаn аgаr tidаk mengulаngi 
perbuаtаnnyа. 
Dalam pelaksanaan hukum pidana materiil hаrus bersаndаr pаdа 
pelаksаnааn hukum pidаnа formil аgаr tercаpаinyа tujuаn pelаksаnааn hukum 
pidаnа mаteriil itu sendiri. Suаtu kejаhаtаn terus-menerus terjаdi kаrenа 
lemаhnyа hukum pidаnа mаteriil jikа didаsаri dengаn penegаkkаn sistem 
perаdilаn yаng lemаh. Аrtinyа hаrus аdаnyа keselаrаsаn аntаrа pelаksаnааn 
hukum pidаnа mаteriil dаn hukum pidаnа formil. Sistem perаdilаn pidаnа di 
Indonesiа telаh dituаngkаn dаlаm Kitаb Undаng-Undаng Hukum Аcаrа Pidаnа 
(Undаng-Undаng Nomor 8 Tаhun 1981), merupаkаn komponen hukum pidаnа 
formil yаng dihаrаpkаn mаmpu untuk mengаwаl penegаkkаn hukum pidаnа 
mаteril. 
ii. Asas-Asas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. 
Berikut ini adalah beberаpа аsаs-аsаs yаng terdаpаt dаlаm sistem 
perаdilаn pidаnа di Indonesiа yаng tertuаng dаlаm Kitаb Undаng-Undаng 
Hukum Аcаrа Pidаnа (KUHАP), аntаrа lаin : 






















Penjelasan secara umum yаng tertuаng dаri beberаpа pаsаl dаlаm 
KUHАP bаhwа proses perаdilаn hаrus sesegerа mungkin ditаngаni, 
menggunаkаn biаyа perkаrа seminimаl mungkin sertа proses yаng tidаk 
menyulitkаn pаrа pihаk terkаit sehinggа menghindаri resiko terjаdinyа 
pelаnggаrаn hаk аsаsi mаnusiа. Contoh dаlаm pаsаl 24 аyаt (4), 25 аyаt (4), 27 
аyаt (4), 50, 102 аyаt (1), dаn sebаgаinyа. 
b. Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) 
Pada hakikatnya аsаs ini bersifаt cukup mendаsаr pengertiаnnyа dаlаm 
hukum аcаrа pidаnа. Perаturаn “аsаs prаdugа tаk bersаlаh” ini tertuаng dаlаm 
pаsаl 8 аyаt (1) Undаng-Undаng Nomor 48 Tаhun 2009 tentаng Kekuаsааn 
Kehаkimаn sertа dаlаm penjelаsаn umum аngkа 3 huruf c Kitаb Undаng-
Undаng Hukum Аcаrа Pidаnа (KUHАP) yаng menyebutkаn bаhwа26 :  
“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dana tau 
dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah 
sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” 
 
c. Asas Oportunitas 
Asas hukum yаng memberikаn wewenаng kepаdа penuntut umum 
untuk menuntut аtаu tidаk menuntut dengаn аtаu tаnpа syаrаt seseorаng аtаu 
korporаsi yаng telаh mewujudkаn delik demi kepentingаn umum27. 
d. Asas semua orang diperlakukan sama dimata hukum 
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Prinsip bahwa semuа mаnusiа diperlаkukаn sаmа di depаn hukum 
(equаlity before the lаw) merupаkаn prinsip yаng diаnut oleh negаrа hukum 
sаlаh sаtunyа yаitu Indonesiа yаng dituаngkаn dаlаm pаsаl 4 аyаt (1) Undаng-
Undаng Nomor 48 Tаhun 2009 tentаng Kekuаsааn Kehаkimаn dаn penjelаsаn 
umum аngkа 3 huruf а Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bаhwа 
“pengаdilаn mengаdili menurut hukum dengаn tidаk membedа-
bedаkаn orаng.” 
 
e. Asas tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum 
Salah satu prinsip yаng pаling penting dаlаm melindungi hаk аsаsi 
mаnusiа аtаs tersаngkа аtаu terdаkwа untuk memperoleh rаsа keаdilаn аdаlаh 
dengаn mendаpаtkаn bаntuаn hukum. Di dаlаm pаsаl 54 sаmpаi dengаn pаsаl 
62 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelаskаn bаhwа tersаngkа 
аtаu terdаkwа berhаk mendаpаtkаn bаntuаn hukum. Dаlаm pаsаl 69 sаmpаi 
dengаn pаsаl 74 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengаtur tentаng 
bаntuаn hukum tersebut dimаnа tersаngkа аtаu terdаkwа mendаpаt kebebаsаn 
yаng sаngаt luаs. Kebebаsаn tersebut аntаrа lаin sebаgаi berikut28 : 
1. Bantuan hukum dаpаt diberikаn sejаk tersаngkа ditаngkаp аtаu ditаhаn. 
2. Bantuan hukum dаpаt diberikаn pаdа tahapan semuа tingkаt pemeriksааn. 
3. Penasihat hukum dаpаt menghubungi tersаngkа аtаu terdаkwа pаdа tahap 
semuа tingkаt pemeriksааn. 
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4. Pembicaraan antara penаsihаt hukum dаn tersаngkа tidаk dаpаt didengаr 
oleh penyidik dаn penuntut umum kecuаli pаdа delik yаng menyаngkut 
keаmаnаn negаrа. 
5. Tuntutan berita acara diberikаn kepаdа tersаngkа аtаu penаsihаt hukum 
untuk kepentingаn pembelааn. 
6. Penasihat hukum berhаk mengirim dаn menerimа surаt dаri tersаngkа аtаu 
terdаkwа. 
f. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan dengan lisan 
Pelaksanaan pemeriksааn hаkim di pengаdilаn pаdа prаktiknyа akan 
dilаksаnаkаn secаrа lаngsung аntаrа hаkim terhаdаp terdаkwа dаn sаksi-sаksi 
yаng dilаkukаn secаrа lisаn menggunаkаn bаhаsа Indonesiа dengаn bаik dаn 
benаr. Tetаpi аdаkаlаnyа hаkim menggunаkаn sedikit bаhаsа dаerаh dimana 
tempat domisili pengadilan berada untuk mempermudаh komunikаsi dengаn 
terdаkwа serta sаksi-sаksi. Penjelаsаn prinsip tersebut tercantum dаlаm 
penjelаsаn umum аngkа 3 huruf h, pаsаl 153-155 Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 29 
g. Asas peradilan terbuka untuk umum  
Pemeriksaan pengаdilаn diаrtikаn sebаgаi pemeriksааn kаsus pаdа sааt 
penyidikаn sаmpаi аdаnyа prа perаdilаn yаng diselenggаrаkаn terbukа untuk 
umum kecuаli kаsus yаng berkаitаn dengаn kesusilааn dаn terdаkwа аnаk. 
                                                             






















Penjelаsаn tersebut tertuаng dаlаm pаsаl 153 аyаt (3) dаn (4) Kitab Undang-



























I. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 
normatif. Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses 
untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-
doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.1 Metode 
penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya 
ditandai dengan  penggunaan metode.  
Oleh karena itu ruang lingkup penelitian ini adalah khususnya pada 
disiplin Ilmu Hukum dalam hal ini adalah Sistem Peradilan Pidana maka 
dengan demikian peneliti ingin berorientasi pada penelitian Normatif. 
1. Pendekatan Penelitian 
Penulis menggunakan penelitian hukum  dengan pendekatan 
perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan konseptual 
(conceptual approach), serta Pendekatan Kasus (Case Approach). 
Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan 
dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut 
paut dengan isu hukum yang ditangani. pendekatan konseptual  dilakukan  
manakala,  peneliti  tidak  beranjak dari
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aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak 
ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.2 
Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan dengan menelaah 
pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang 
pemberian bantuan hukum tehadap terdakwa/tersangka dalam penyelesaian 
perkara pidana. Analisis terhadap bahan hukum tersebut guna memahami 
permasalahan dan solusi yang tepat berdasarkan kebijakan hukum. 
2. Jenis Bahan Hukum 
Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Bahan Hukum Primer  
Bahan Hukum Primer yang digunakan mengenai bahan dan aturan 
hukum yang mengikat dan diurut secara hierarki. Bahan hukum 
primer ini terdiri dari peraturan Perundang-Undangan, catatan 
resmi ataupun risalah dalam pembuatan peraturan Perundang-
Undangan maupun putusan hakim3. 
Adapun yang menjadi bahan penulis dalam penelitian ini adalah: 
a. Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
b. Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum 
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c. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 
tentang Advokat 
d. Pasal 56, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman. 
2. Bahan Hukum Sekunder  
a. Literatur-literatur hukum, khususnya yang mengenai Bantuan 
Hukum; 
b. Karya Ilmiah, yang membahas mengenai Pasal 56 ayat (1) Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana ; 
c. Artikel internet, yang berkaitan dengan akibat hukum dari tidak 
dilaksanakannya Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana; dan 
d. Pendapat para sarjana, mengenai pengertian-pengertian tentang 
hak – hak terdakwa dalam pasal 56 ayat (1) tentang pemberian 
bantuan hukum serta akibat hukum tidak dilaksanakannya pasal 
56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
tersebut. 
3.  Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh 
bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang 
mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi 

























bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan 
mempergunakan content analisys.4 Bahan hukum primer di dapat dari Pusat 
Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 
dan Perpustakaan Pusat Brawijaya. Bahan hukum sekunder di dapat dari hasil 
analisis beberapa putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri tentang 
tidak dilaksanakankannya Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana. Bahan hukum tersier didapat dari Kamus Besar Bahasa 
Indonesia online, maupun kamus hukum yang dapat menjelaskan mengenai 
bantuan hukum . 
2. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus 
M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan 
oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan 
premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis 
minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu 
kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, 
silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional5. Dalam penelitian ini 
menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau 
pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal 
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yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih 
khusus. 
Kemudian mengiventarisasi dan mengidentifikasi dengan peraturan 
perundang–undangan yang terkait, selanjutnya analisis dikaitkan dengan isu 
hukum yang terjadi dengan melakukan penafsiran terhadap undang – undang 
yang terkait. Dalam penelitian ini peneliti mengunakan undang – undang dan 
peraturan yaitu: 
a. Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
b. Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum 
c. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 
tentang Advokat 
d. Pasal 56, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Dalam penafsiran undang – undang dan peraturan tersebut, peneliti 
mengunakan penafsiran : 
1) Penafsiran Gramatikal 
Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan undang-undang menurut arti 
perkataan (istilah). Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat 

























undang untuk menyatakan kehendaknya, tetapi adakalanya pembuat undang-
undang tidak dapat merangkai kata-kata yang tepat.6 
Penafsiran ini digunakan dalam penelitian ini untuk mempermudah 
serta mengetahui makna dari makna dari Undang-Undang. 
2). Penafsiran Sistematis 
Penafsiran sistematis adalah menafsirkan undang-undang dengan jalan 
menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu 
perundang-undangan atau dengan undang-undang lain.7 Terjadinya suatu 
undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, 
dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari 
keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan 
bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. 
Penafsiran ini digunakan untuk memperoleh hasil perbandingan antara 
pasal-pasal sebagai pertimbangan makna dari undang-undang tersebut.  
3. Definisi Konseptual 
a. Hak 
Kewenangan yang diberikan oleh hukum secara obyektif kepada 
subjek hukum dan badan hukum yang kemudian harus dilindungi oleh 
hukum itu sendiri. 
                                                             
6 Yudha Bhakti Ardiwisastra, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, PT.Alumni, Bandung, 
2012, hlm. 9   


























Suatu beban atau tanggung jawab yang diberikan oleh hukum 
kepada subjek hukum ataupun badan hukum. 
c. Bantuan Hukum 
Bantuan Hukum adalah suatu bentuk bantuan untuk 
menegaskan adanya suatu hak yang harus di hormati dan dihargai, agar 
terciptanya suatu keadilan dalam hukum. 
 
d. Tersangka 
Tersаngkа аdаlаh seseorang atau subjek hukum yаng kаrenа 
perbuаtаnnyа аtаu keаdааnnyа melakukan kesalahan yang melawan 
hukum sebаgаi tindаk pidаnа. 
e. Tindak Pidana 
Tindаk Pidаnа аdаlаh perbuаtаn yаng dilаkukаn oleh subjek 
hukum yаng harus di pertаnggungjаwаbkan dimаnа perbuаtаn tersebut 
bersifat melawan hukum dan mempunyai sаnksi pidаnа. 
f. Proses Peradilan pidana 
Proses Perаdilаn аdаlаh suatu proses rаngkаiаn acara peradilan 



























A. Makna Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum yang termuat 
dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) 
Kewajiban pemberian bantuan hukum yang termuat dalam pasal 
56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menimbulkan 
penafsiran yang berbeda-beda dalam praktiknya. Dimana penafsiran 
tersebut sering kali mengabaikan makna kata “ wajib “ yang terkandung 
dalam pasal tersebut, sehingga menjadikan tidak terpenuhinya hak-hak 
yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa dalam proses penyelesaian 
perkara pidana.  
Kewajiban berasal dari kata wajib. Menurut Prof. Dr. Notonegoro 
wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan 
atau diberikan oleh pihak tertentu yang tidak didapatkan oleh pihak lain 
manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang 
berkepentingan.1 Kewajiban pada intinya adalah sesuatu yang harus 
dilakukan. Disini kewajiban berarti suatu keharusan maka apapun itu jika 
merupakan kewajiban kita harus melaksaakannya tanpa ada alasan apapun 
itu. Dari pengertian yang lain kewajiban berarti sesuatu yang harus 
dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. 
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 Wujud hubungan antara warga negara dengan negara adalah pada 
umumnya adalah berupa peranan (role).2 Peranan pada dasarnya adalah tugas 
apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki, dalam hal ini sebagai 
warga Negara. Dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana, menjelaskan yaitu : 
“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 
lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang 
diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai 
penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat 
pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum 
bagi mereka”.  
 
Berdasarkan bunyi Pasal di atas, dapat diketahui bahwa  terdapat 
kewajiban bagi aparat penegak hukum pada semua tingkat proses pemeriksaan 
untuk menyediakan penasihat hukum bagi tersangka yang telah memenuhi 
syarat untuk diberikan bantuan hukum. Akan tetapi, kewajiban tersebut tidak 
diimbangi dengan adanya sanksi bagi aparat penegak hukum apabila tidak 
memenuhi kewajibannya. Dengan ketiadaan sanksi, baik sanksi pidana 
maupun sanksi administratif, menyebabkan kewajiban ini sering diabaikan 
oleh aparat penegak hukum. 
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Sifat  wajib  mendapatkan  bantuan  hukum  bagi  tersangka atau 
terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan diatur dalam Pasal 56 ayat (1) 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : 
a. Jika tersangka atau terdakwa yang disangkakan atau didakwakan diancam 
dengan tindak pidana : 
1.  Hukuman mati, 
2.  Hukuman lima belas tahun atau lebih 
Dalam kedua kategori ancaman hukuman ini, tidak dipersoalkan 
apakah mereka mampu atau tidak. Jika mereka  mampu  boleh  memilih  dan  
membiayai sendiri. penasihat   hukum   yang   dikehendakinya.   Jika   tidak 
mampu menyediakan dan membiayai sendiri, pada saat itu timbul “kewajiban” 
bagi pejabat yang bersangkutan untuk memberikan penasihat hukum bagi 
tersangka atau terdakwa. Kalau tersangka ata terdakwa sendiri menyediakan 
penasihat hukumnya, hapus kewajiban pejabat yang bersangkutan menunjuk 
penasihat  hukum.  apabila  tersangka  atau  terdakwa tidak mampu atau tidak 
ada memberikan penasihat hukum, dengan sendirinya timbul kewajiban bagi 
pejabat yang bersangkutan untuk memberikan penasihat hukum. 
b. Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum 
bagi tersamgka atau terdakwa, digantungkan pada dua keadaan : 
1. Tersangka atau terdakwa  “tidak mampu” menyediakan sendiri 
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2. Ancaman hukuman pidana yang bersangkutan ataudidakwakan lima 
tahun atau lebih.   
Syarat kedua, digantungkan kepada beratnya ancaman hukuman,   lima   
tahun atau lebih. Kalau  ancaman hukuman pidana yang disangkakan atau 
didakwakan kepadanya lima tahun atau lebih, dan dia tidak mampu 
menyediakan penasihat hukum, pejabat yang bersangkutan dalam setiap 
tahapan penyidikan sampai proses peradilan “wajib” menunjuk penasihat 
hukum untuk tersangka atau terdakwa sesuai ketentuan dalam pasal 56 ayat 
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
Undang-Undang Bantuan Hukum berbeda dengan pemberian bantuan 
hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat). 
Undang-Undang Bantuan Hukum mengatur mengenai pemberian bantuan 
hukum yang diberikan oleh negara kepada orang atau kelompok orang miskin, 
sedangkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat 
merupakan bentuk pengabdian yang diwajibkan oleh Undang-Undang 
kepada para advokat untuk klien yang tidak mampu. Adapun cara negara 
memberikan bantuan hukum tersebut dengan menyediakan dana kepada 
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Pengertian  Bantuan  hukum  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana  menurut  M. Yahya Harahap menyatakan bahwa 3: 
“Bantuan hukum yang dimaksud KUHAP meliputi pemberian jasa 
bantuan hukum secara profesional dan formal, dalam bentuk pemberian 
jasa bantuan hukum setiap orang yang terlibat dalam kasus tindak 
pidana, baik secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu dan 
miskin maupun memberi bantuan kepada mereka yang mampu oleh para 
advokat dengan jalan menerima imbalan jasa”. 
 
Sedangkan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-cuma yang 
terdapat alam Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
dinyatakan bahwa  
“Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma- cuma”. 
 
Berdasarkan ketentuan di atas diketahui bahwa bantuan hukum yang 
diberikan oleh penasihat hukum yang telah ditunjuk haruslah cuma-cuma dan 
tanpa pemungutan biaya apapun. Namun, dalam  praktiknya  masih  banyak  
advokat  yang  masih  meminta biaya dalam memberikan bantuan hukumnya 
kepada tersangka. 
Pemberian Bantuan hukum dalam pengertian yang paling luas dapat 
diartikan sebagai  upaya  unuk  membantu  golongan  yang  tidak  mampu  
dalam bidang hukum. Menurut Adnan Buyung upaya untuk membantu 
golongan yang tidak mampu mempunyai tiga aspek yang paling berkaitan, 
                                                             
3M.Yahya. Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP;Penyidikan dan 
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yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap 
mekanisme untuk menjaga agar aturan itu ditaati, dan aspek pendidikan 
masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.4 
Pemberian  bantuan  hukum merupakan sarana penunjang  bagi  
penegakan hukum pada umumnya dan usaha perlindungan hak-hak asasi 
manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Aparat 
penegak hukum (pidana) merupakan bagian komponen struktur hukum pidana, 
sehingga betapapun sempurnanya  substansi  hukum  pidana  tanpa  penegakan  
hukum,  maka  tidak ada manfaatnya dalam mewujudkan tujuan sistem 
peradilan pidana.5  Substansi bantuan hukum di Indonesia menjadi pertanyaan 
paling mendasar, yaitu apakah bantuan hukum itu bersifat wajib ataukah baru 
diwajibkan setelah beberapa syarat tertentu dipenuhi. Bantuan hukum adalah 
instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian 
dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya terhadap hak atas 
kebebasan dan hak atas jiwa raga tersangka atau terdakwa.6 
Diwajibkan ketika syarat-syarat yang terdapat dalam uraian diatas terkait 
pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terpenuhi, 
namaun yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah siapa yang dimaksud 
                                                             
4 Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan  Pidana, Widja Padjajaran. Bandung, 2009. hlm 
245 
5Abdussalam, Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara 
Pidana, Jakarta: Restu Agung, 2008, hlm. 25. 
6 O.C. Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan 
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dengan masyarakat yang kurang mampu atau tidak mampu yang berhak 
mendapatakan pemberian bantuan hukum ? menurut Mochtar Kusumaatmadja 
adalah Pemberian bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu sama 
tuanya dengan profesi hukum itu sendiri.7 Hal ini dilakukan atas dasar 
amal dengan tujuan utama untuk memberikan kepada orang-orang tak mampu 
kesempatan yang sama dalam usaha mereka untuk mencapai apa yang 
dikehendakinya melalui jalan hukum. 
Menurut Zulaidi Pemberian Bantuan Hukum berasal dari istilah  
“legal asisstance  dan  legal aid”. Legal  aid biasanya digunakan untuk 
pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa  pemberian  jasa    di  
bidang  hukum  kepada  orang  yang  terlibat dalam suatu perkara secara 
cuma-cuma atau gratis bagi mereka yang tidak mampu (miskin). Sedangkan 
legal assistance adalah istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan 
pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, yang 
menggunakan honorium.8 
Legal aid adalah bantuan hukum sistem nаsionаl yаng diаtur secаrа 
lokаl dimаnа ƅаntuаn hukum ditujukаn ƅаgi merekа yаng kekurаngаn 
keuаngаnnyа dаn tidаk mаmpu memƅаyаr penаsihаt hukum priƅаdi. Tujuan 
dari bantuan hukum legаl аid аdаlаh menegаkkаn hukum dengаn jаlаn 
                                                             
7 Mochtar Kusumaatmadja, Bantuan Hukum di Indonesia Terutama dalam Hubungannya 
dengan Pendidikan Hukum, CV.Binacipta, Bandung, 1975. hlm 4-5 
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memƅelа kepentingаn dаn hаk аsаsi rаkyаt kecil yаng tidаk punyа dаn tidаk 
mengerti hukum. 
Legal assistance leƅih memаpаrkаn profesi dаri penаsihаt hukum 
seƅаgаi аhli hukum. Sehinggа dаlаm pengertiаn itu, seƅаgаi аhli hukum 
penasihat hukum dаpаt menyediаkаn jаsа ƅаntuаn hukum untuk siаpа sаjа 
tаnpа terkecuаli. Аrtinyа, keаhliаn dаri seorаng аhli hukum dаlаm memƅerikаn 
ƅаntuаn hukum tidаk terƅаtаs pаdа kondisi seseorаng yаng miskin melаinkаn 
kepаdа siаpа sаjа tаnpа terkecuаli. 
Menurut Yesmil Anwar dan Adang dalam bukunya ada tiga konsep 
tentang Pemberian bantuan hukum yang ada di Indonesia, yaitu 9 : 
1. Konsep Pemberian Bantuan Hukum Tradisional 
Konsep ini merupakan pelayanan hukum yang diberikan kepada 
masyarakat miskin sacara individual, bantuan hukum bersifat pasif 
dengan pendekatan secara formal dan legal. Konsep ini  berarti  juga  
dalam melihat segala bentuk permasalahan hukum dari masyarakat 
yang miskin atau tidak mampu dari sudut pandang hukum yang 
berlaku, serta mempunyai konsep yang normatif. Dalam  artian  melihat  
segal  permasalahan sebagai  hukum untuk kaum miskin semata-mata 
dari sudut pandang hukum yang berlaku. Konsep ini merupakan 
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konsep yang sudah lama, yang menitik beratkan kepada kasus-kasus 
yang menurut hukum harus mendapatkan pembelaan. 
2. Konsep Pemberian Bantuan Hukum Konstitusional 
Konsep ini merupakan bantuan hukum untuk rakyat miskin   
yang dilakukan  dengan usaha-usaha  dan  tujuan yang lebih luas 
seperti: menyadarkan pentingnya hak-hak masyarakat miskin sebagai 
subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi 
manusia sebagai sendi utama untuk tegaknya negara hukum yang adil. 
Bantuan hukum ini adalah lebih aktif artinya bantuan hukum ini 
diberikan terhadap kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif. 
3. Konsep Pemberian Bantuan Hukum Struktural 
Konsep ini merupakan kegiatan yang bertujuan terwujudnya 
hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah 
struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan 
pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik 
dilapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini 
erat kaitannya dengan kemiskinan struktural. 
Dengan demikian konsep pemberian bantuan hukum di Indonesia 
khususnya bagi warga negara yang tidak mampu konsep pemberian bantuan 
hukum secara structural merupakan aktivitas bantuan hukum dengan suatu 
rangkaian program melalui jalur hukum dan non-hukum  yang diarahkan bagi 
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hubungan yang lebih sejajar. Dalam pembelaan masyarakat, konsep bantuan 
hukum struktural tidak hanya ditujukan terhadap kasus-kasus individual, akan 
tetapi juga diprioritaskan terhadap kasus-kasus kolektif. 
Konsep Pemberian bantuan hukum struktural yang kemudian 
mengilhami kerja-kerja kantor-kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di 
seluruh Indonesia. Sudah jelas bahwa kerja-kerja bantuan hukum struktural 
lebih ditujukan kepada masyarakat miskin yang “buta hukum” dan tidak 
mampu secara ekonomi, dan bukan ditujukan terhadap masyarakat yang sudah 
memahami hukum dan mempunyai kapasitas ekonomi yang cukup. 
Berdasarkan pertimbangan hukum, kewajiban pemberian bantuan 
hukum merupakan kewajiban negara dan negara yang menentukan syarat- 
syarat bagi pemberi dan penerima bantuan hukum. Cara negara memberikan 
bantuan hukum adalah dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan 
hukum. Advokat yang memberikan bantuan hukum merupakan pelaksanaan 
bantuan hukum oleh negara yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan 
Hukum. Pemberian bantuan hukum oleh negara terdapat dalam dasar falsafah 
Hak asasi Manusia (HAM )di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 
yang menjamin tegaknya negara hukum Indonesia sebagaimana diisyaratkan 
dalam penjelasan dan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasasr 1945. 
Pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum sebenarnya terasa 
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hukum di mana tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan pembelaan dari 
advokat untuk menjamin tercapainya proses hukum yang adil (due process of 
law) dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak individu oleh 
negara ketika warga negara berhadapan dengan kepentingan negara dalam 
suatu perkara hukum, atau ketika masyarakat berhadapan dengan instrumen-
instrumen negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan proses 
peradilan. Karena itu perlu adanya jaminan negara bagi warga negaranya untuk 
mendapatkan bantuan hukum, yang salah satunya dapat diberikan dalam 
peraturan perundang-undangan.10 
Selain sebagai kewajiban negara, kewajiban pemberian bantuan hukum 
juga untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilaan sosial bagi masyarakat 
dengan menyediakan dana bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara (APBN) untuk merealisasikan tanggung jawab 
konstitusionalnya mendanai program bantuan hukum untuk warga negaranya. 
Sebagai wujud dari tanggung jawab negara terhadap fakir  miskin yang 
diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak fakir 
miskin yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945 menjadi relevan untuk 
didukung dengan dana yang diperoleh dari negara maupun masyarakat.11 
                                                             
10 Binziad Kadabi,. Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab 
Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation, 
2001. Hlm 219-220 
11 Frans Hendra Winarta, Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk 
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Dalam menjalankan kewajibannya untuk menyediakan penasihat 
hukum secara cuma-cuma bagi tersangka yang diancam dengan pidana diatas 
5 (lima) tahun, tentunya masih tetap memerlukan biaya demi terlaksananya 
pemberian bantuan hukum tersebut. Oleh sebab itu Polda Jabar telah 
mengalokasikan dana khusus bagi pembiayaan bantuan hukum cuma-cuma. 
Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 
Untuk mendapatkan dana tersebut ada beberapa langkah  yang harus 
ditempuh oleh Polda Jabar terlebih dahulu. Pertama,   seluruh   satuan   kerja   
Direktorat   di   Polda   Jabar mengadakan rapat perencanaan untuk menyusun 
anggaran perencanaan bagi pelaksanaan kegiatan penyidikan di Polda Jabar, 
karena seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan Polda Jabar harus berdasarkan  
apa  yang  tertera  pada  anggaran. 
Anggaran perencanaan ini dibuat untuk jangka waktu satu tahun. 
Kedua, melalui Biro Perencanaan dan Pengembangan (Rorenbang), anggaran 
perencanaan tersebut dikirimkan ke Markas Besar Polisi Republik Indonesia 
(MABES POLRI) kemudian MABES POLRI mengirimkannya  ke  Badan  
Pembendaharaan  Keuangan negara (BPKN). Ketiga, setelah disetujui, dana 
tersebut diberikan ke Markas Besar  POLRI terlebih  dahulu  untuk  kemudian  
diserahkan  ke Polda Jabar.  
Setiap dana yang digunakan harus dituliskan dalam daftar isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) karena apabila ada kelebihan  dana  yang  
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Dari dana APBN  yang diberikan pemerintah, Ditreskrim Polda Jabar rata-
rata mendapatkan Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) setiap 
bulannya. Dana tersebut digunakan bagi seluruh  kegiatan  pelaksanaan  yang  
dilakukan  oleh  Ditreskrim Polda Jabar, termasuk  bagi  kegiatan  pemberian  
bantuan hukum bagi tersangka. Dana bagi pemberian bantuan hukum cuma-
cuma masuk dalam dana penyidikan Ditreskrim Polda Jabar.  Dana yang 
diberikan bagi pemberian bantuan hukum cuma-cuma adalah sebesar Rp. 
100.000 (seratus ribu rupiah) bagi setiap pengacara. Mengenai jumlah total 
yang diberikan bagi pemberian bantuan hukum tidak ditetapkan karena 
jumlah yang diberikan tergantung pada banyaknya jumlah dana yang tersisa.12 
Undang-Undang Bantuan Hukum justru menjelaskan dan memperluas 
para pihak yang berkewajiban atau dapat memberikan bantuan hukum. Tidak 
hanya advokat saja yang berkewajiban memberikan bantuan  hukum, tetapi 
juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum, termasuk mahasiswa 
dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi 
kepolisian, yang direkrut sebagai pemberi bantuan hukum (vide Pasal 9 huruf 
a Undang-Undang Bantuan Hukum dan Penjelasannya); Dalam Putusan 
Nomor 006/PUU-II/2004, tertanggal 13 Desember 2004, halaman 290, 
Mahkamah Konst i tusi  berpendapat antara lain sebagai berikut : 
                                                             
12 Hasil wawancara dengan Bapak Dedi Budiyana, Penyidik dari Direktorat Reserse 
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“Menimbang bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak untuk 
mendapatkan  bant uan  huk um  bagi  set iap  orang  sebagaimana 
dimaksud, keberadaan dan peran lembaga-lembaga nirlaba semacam 
LKPH UMM, yang diwakili Pemohon, adalah sangat penting bagi 
pencari keadilan, teristimewa bagi mereka yang tergolong kurang 
mampu untuk memanfaatkan jasa penasihat hukum atau advokat 
profesional. Oleh karena itu, adanya lembaga semacam ini dianggap 
penting sebagai instrumen bagi perguruan tinggi terutama Fakultas 
Hukum untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam 
fungsi  pengabdian  kepada  masyarakat.  Di  samping  itu,  pemberian 
jasa bantuan hukum juga dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum 
pendidikan tinggi hukum dengan kategori mata kuliah pendidikan hukum 
klinis dan ternyata membawa manfaat besar bagi perkembangan 
pendidikan  hukum  dan  perubahan sosial, sebagaimana  ditunjukkan 
oleh  pengalaman  negara-negara Amerika Latin, Asia,  Eropa  Timur, 
Afrika Selatan, bahkan juga negara yang sudah tergolong negara maju 
sekalipun seperti Amerika Serikat”. 
 
Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum juga tercantum Dalam Pasal 56 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang didalamnya menegaskan ; 
“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan 
tindak pidana yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima 
belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam 
dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat 
hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat 
pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum 
bagi mereka”. 
 
Kata “wajib” dalam rumusan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab negara untuk 
keadilan atas sebuah hak yang melekat pada warga negaranya, pasal 56 ayat (1) 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berlaku apabila tersangka berada 
dalam kondisi, Pertama, jika sangkaan atau dakwaan diancam dengan pidana 
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“tidak mampu” menyediakan sendiri penasihat hukumnya, dan ancaman 
hukuman pidana yang bersangkutan atau didakwakan 5 tahun atau lebih. Namun 
dengan tidak adanya sanksi yang diatur dalam pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana,  baik sanksi pidana maupun sanksi administratif, 
menyebabkan kewajiban ini sering diabaikan oleh aparat penegak hukum dan 
juga para penasihat hukum. 
Mahkamah Agung sendiri sudah cukup progresif dalam beberapa 
putusannya terkait bantuan hukum. Beberapa putusan berikut menegaskan hak 
bantuan hukum sebagai hak asasi seorang terdakwa yang selama ini diatur 
secara lemah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : 
Putusan No. 2588/K/Pid.Sus/2010 atas nama Terdakwa Frengki dan 
Yusliadi Dalam kasus narkotika ini, para Terdakwa yang bernama Frengki dan 
Yusliadi dituduh membawa ganja. Namun, pada tingkat pertama para 
Terdakwa diputus bebas dan diperkuat oleh Mahkamah Agung yang salah satu 
pertimbangannya adalah terkait bantuan hukum, yaitu: 
Keberatan memori kasasi JPU tidak dapat dibenarkan karena judex 
factie tidak salah dalam menerapkan hukum: 
a) Terdakwa telah mencabut semua keterangannya dalam BAP karena 
berdasarkan atas tekanan/paksaan dari pihak penyidik Polri dan saksi 
verbalisan tidak dapat dihadirkan JPU untuk menguji bantahan 
terdakwa; 
b) Selama pemeriksaan dari penyidik, kepada terdakwa tidak ada 
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c) Penasehat hukum juga menyatakan tidak pernah mendampingi 
Terdakwa dalam pemerisaan di penyidik, Penasehat hukum hanya 
menandatangani BAP setelah siap atas permintaan Penyidik 
 
Selain itu, Mahkamah Agung juga mengangkat praktik yang kerap 
digunakan kepolisian untuk mengakali hak atas bantuan hukum. Mahkamah 
Agung menganggap hak Terdakwa atas bantuan hukum tidak dipenuhi karena 
Penasehat Hukum hanya dimintai untuk menandatangani Brita Acara Perkara 
oleh polisi tanpa pernah sekalipun mendampingi Terdakwa dalam proses 
penyidikan. Hal ini merujuk pada banyaknya kasus dalam pengabaian 
pelaksanaan pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
Putusan pengadilan di atas merupakan putusan yang progresif oleh 
judex facti, tetapi tidak bernilai yurisprudensi terhadap putusan hakim-hakim 
lainnya dan juga terhadap pejabat dalam setiap tahapan penyidikan ataupun 
bagi penasihat hukum lainnya karena di Indonesia tidak menerapkan asas stare 
decisis dimana teori stare decisis mengungkapkan bahwa putusan pengadilan 
ataupun hakim saat ini untuk kasus yang sama, harus memutuskan  sama seperti 
yang pernah diputus di masa lalu, serta karena tidak adanya sanksi yang jelas 
ketika tidak dijalankannya syarat-syarat dalam pemenuhan hak-hak tersangka 
atau terdakwa dalam proses penyelesaian perkara pidana. 
Pemahaman hukum menurut Hukum Progresif menegaskan, Hukum 
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yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.13 Lalu menurut Moh. 
Mahfud MD juga mengakui hukum progresif sulit dibuat perdefinisi. Namun, 
menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, hukum progresif bagi hakim 
adalah hukum yang bertumpu pada keyakinan hakim, dimana hakim tidak 
terbelenggu pada rumusan undang-undang. Mengunakan hukum progresif, 
seorang hakim menjadi berani mencari dan memberikan keadilan dengan 
melanggar undang-undang.14 
 Berangkat dari definisi tersebut, terdapat 2 (dua) pokok penekanan 
Hukum Progresif  yaitu: hukum merupakan institusi atau alat dan hukum 
memiliki tujuan agar adil, sejahtera dan bahagia. Posisi manusia dalam definisi 
tersebut lebih menjadi ‘tuan’ yang dilayani oleh hukum agar dapat menikmati 
keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Seperti halnya sebuah alat apabila 
tidak lagi berfungsi dengan baik yang dapat dilihat dari hasil yang ditunjukkan 
maka alat itu pun dapat dibuang oleh sang ‘tuan’ yaitu manusia. Dalam konsep 
hukum progresif, posisi manusia menjadi sentral utama dalam menilai hukum 
apakah benar dan baik ataukah sebaliknya. Implikasinya ketika manusia dalam 
setiap proses perkembangannya selalu berubah sesuai dengan kebutuhan 
kehidupannya, maka hukum juga harus mengikuti perubahan tersebut. 
                                                             
13 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, yogyakarta Genta 
Publishing, Cetakan I,2009. hlm. 2 
14 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a1c8c3320c1/progresivitas-dalam-putusan-
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Berdasarkan Uraian diatas,  Penulis menyimpulkan Dalam Pasal 56 ayat 
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kewajiban Pemberian  
Bantuan  Hukum adalah  sebagai  kewajiban  negara  untuk  memenuhi hak 
konstitusional warga negaranya yang diperluas di dalam Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan melibatkan tidak hanya 
advokat, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Hal ini 
karena kewajiban pemberian bantuan hukum diadopsi oleh Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2011. Dengan demikian para pencari keadilan yang tidak 
mampu atau miskin harus mendapatkan bantuan hukum dalam proses hukum 
untuk mendapatkan keadilan. 
Orientasi dan tujuan kewajiban pemberian bantuan hukum adalah usaha 
mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip- prinsip demokrasi 
dan hak asasi manusia, sehingga konsekuensi atas tidak dijalankannya peraturan 
tersebut oleh pejabat dalam semua tahapan penyidikan ataupun penasihat hukum 
menjadikan perlu adanya pembaharuan dalam sistem bantuan hukum di 
Indonesia baik yang termuat dalam pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana dan juga Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang 
Bantuan hukum, yang dilakukan oleh Pemerintah. 
B. Akibat hukum yang terjadi jika hak-hak terdakwa atau tersangka 
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Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan aturan-aturan yang mengatur 
bagaimana prosedur pemeriksaan seorang yang disangka atau didakwa 
melakukan tindak pidana hingga tersangka atau terdakwa diputus atau divonis 
oleh pengadilan. Di dalamnya juga mengatur tentang hak-hak tersangka atau 
terdakwa yang wajib dihormati, dan dipenuhi oleh aparat penegak hukum 
dalam setiap tahapan penyidikan agar penyidikan terhadap tersangka atau 
terdakwa berjalan secara adil dan berimbang. 
Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum adalah instrumen penting 
dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan 
Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya terhadap hak atas kebebasan dan hak 
atas jiwa-raga.15
 
Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa pemberian bantuan 
hukum kepada tersangka atau terdakwa  sejak  proses  penyidikan  hingga  
proses  persidangan  bertujuan  agar proses pemeriksaan terhadap tersangka 
atau terdakwa dapat berjalan secara adil (fair) dan terbuka sehingga hak asasi 
tersangka atau terdakwa dapat terlindungi, terutama dalam proses penyidikan. 
Kehadiran seorang penasihat hukum untuk mendampingi tersangka selama 
proses penyidikan dapat menghindarkan tersangka dari penggunaan kekerasan 
yang berupa penyiksaan dan pemaksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam 
usahanya memperoleh pengakuan dan keterangan dari tersangka. 
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Seperti dalam putusan Mahkama Agung No. 2026/K/Pid/2011 atas 
nama Hartono alias Toni bin Umar dimana Dalam perkara atas nama Hartono 
alias Toni bin Umar ini, Terdakwa dituduh melakukan pembunuhan dengan 
ancaman hukuman mati. Selain mengangkat poin tentang bantuan hukum, 
Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan adanya penyiksaan 
dalam perkara ini yang menyebabkan Terdakwa cedera (patah tulang kaki). 
Pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan: 
Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex 
Facti tidak salah menerapkan hukum, Judex Facti telah 
mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, 
yaitu: 
1) Bahwa, ada penekanan dan penyiksaan terhadap Terdakwa di 
mana Terdakwa telah dipukuli sehingga patah tulang kakinya; 
2) Bahwa, Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum selama 
dalam penyidikan, padahal Terdakwa diancam hukuman mati dan 
sesuai Pasal 56 ayat (1) KUHAP Terdakwa wajib didampingi 
Penasehat Hukum ; 
Keberatan memori kasasi JPU tidak dapat dibenarkan karena judex 
factie tidak salah dalam menerapkan hukum : Terdakwa telah mencabut 
semua keterangannya dalam BAP karena berdasarkan atas 
tekanan/paksaan dari pihak penyidik Polri dan saksi verbalisan tidak 
dapat dihadirkan JPU untuk menguji bantahan terdakwa 
Sehubungan dengan perlindungan hak asasi manusia, Negara 
menjamin hak-hak konstitusional warga negaranya untuk mendapatkan 
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi 
manusia. Salah satu jaminan konstitusional dalam hukum yang dimaksud 
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dalam proses penyelesaian perkara pidana, dimana Kewajiban pemenuhan hak 
konstitusional tersebut adalah tanggung jawab Negara untuk warga negaranya. 
Hak tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum 
dikenal luas dengan istilah Miranda Rule atau Miranda Principle. Miranda 
Rule adalah hak-hak konstitusional yang dimiliki tersangka atau terdakwa 
yang meliputi hak untuk  tidak  menjawab  atas  pertanyaan pejabat yang 
bersangkutan dalam setiap proses peradilan  pidana dan  hak  untuk  
didampingi  atau dihadirkan  penasihat  hukum sejak dari proses penyidikan 
sampai dan/atau dalam semua tingkat proses peradilan. Miranda Rule adalah 
hak konstitusional yang bersifat universal dihampir semua negara yang 
berdasarkan hukum. Indonesia sebagai negara  yang  berdasarkan  hukum  
pada  dasarnya  sangat  menghormati  Miranda Rule.  Komitmen  terhadap  
penghormatan  Miranda  Rule  dibuktikan  dengan dimuatnya prinsip Miranda 
Rule ke dalam sistem Hukum Acara Pidana yaitu sebagaimana yang 
termuat dalam pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.16 
Adapun prinsip-prinsip Miranda rule yang menjadi pembahasan dan 
Penerapan yang termuat dalam pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana, mengandung berbagai aspek permasalahan hukum 
yaitu : 
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1. Mengandung aspek nilai Hak Asasi Manusia, sesuai dengan deklarasi 
“universal” Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa hadirnya 
penasihat hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa 
merupakan nilai yang inheren pada diri manusia. Dengan demikian 
mengabaikan hak ini bertentangan  dengan  nilai Hak Asasi Manusia. 
2. Pemenuhan hak ini dalam proses peradilan pada semua tingkat 
pemeriksaan, menjadi kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan, 
sehingga mengabaikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana ini mengakibatkan  hasil pemeriksaan   tidak sah 
dan batal demi hukum. 
3. Bahwa Pasal 56 ayat  (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
sebagai ketentuan yang bernilai tinggi telah diangkat menjadi salah satu 
patokan Miranda Rule atau Miranda Principle, yang menegaskan apabila 
pemeriksaan penyidikan, penuntutan, atau persidangan, tersangka atau 
terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, maka sesuai dengan 
Miranda Rule, pemeriksaan adalah sah atau batal demi hukum (null and 
void).17 
Prinsip–prinsip miranda principle, di negara Indonesia telah 
diimplementasikan ke dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu 
hak untuk mendapatkan atau menghubungi penasihat hukum atau advokat, dan 
                                                             
17 M.Yahya  Harahap,  Pembahasan Dan Penerapan KUHAP,Sinar Grafika, Jakarta, 
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jika tidak mampu maka berhak untuk disediakan penasihat hukum/ advokat. 
Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai ketentuan Hukum Acara 
Pidana di Indonesia menganut prinsip Miranda Rule, isi dari asas tersebut ialah 
sebagai berikut: 
“Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan 
atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa 
yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu 
termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat 
hukum”.18 
 
Kehadiran Penasehat Hukum dalam tahap penyidikan pada intinya 
dimaksudkan untuk dapat melakukan kontrol, sehingga proses pemeriksaan 
berlangsung adil dan manusiawi dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak 
bersalah presumption of innocence dalam proses peradilan dan terhindar dari 
pelanggaran HAM (Pasal 33, Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 17, Pasal 
18 ayat (1) dari UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Tujuan 
prinsip Miranda Rule yang terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana adalah agar terjamin pemeriksaan yang adil dan 
manusiawi terhadap diri tersangka/terdakwa, sebab dengan hadirnya penasihat 
Hukum untuk mendampingi, membela hak- hak hukum bagi tersangka atau 
terdakwa 
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Salah satu tujuan pokok yang hendak dicapai atas penegakan Pasal 56 
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah agar terjaminnya 
proses peradilan yang adil (fair) dan menjunjung tinggi HAM.19 Namun dalam 
pelaksanannya, penegakan  Pasal  56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana belum dapat terlaksana sepenuhnya. Ada beberapa masalah 
terjadi. Misalnya tersangka tidak didampingi penasihat hukum pada saat 
tahapan pemeriksaan. Kalaupun ada penasihat hukum, penasihat hukum 
dimaksud hanya sebagai formalitas saja, tidak untuk menjalankan tugas yang 
seharusnya dilakukan sebagai advokat. 
Pertanyaannya, apa konsekuensi atau akibat hukum jika hak 
didampingi penasihat hukum tidak dipenuhi oleh penyidik. Ini yang akan kita 
bahas selanjutnya.
 
Tidak diterapkannya Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana merupakan suatu pelanggaran terhadap undang-
undang, suatu pelanggaran terhadap undang-undang tentunya akan 
menimbulkan suatu akibat hukum. 
Guna mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap suatu proses 
penyidikan  yang  disebabkan  kelalaian  penyidik  dalam  memberikan  
bantuan hukum kepada tersangka sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 56 
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat kita lihat dalam 
salah satu putusan Mahkamah Agung No. 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 
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September 1993. Dalam kasus ini, proses pemeriksaan pada semua tingkatan 
penyidikan melanggar Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana, yakni penyidikan berlanjut terhadap tersangka tanpa didampingi oleh 
penasihat hukum. Pelanggaran ini dijadikan alasan kasasi, dan dibenarkan oleh 
peradilan tingkat kasasi, yang menyatakan : 
“Apabila syarat-syarat penyidikan tidak dipenuhi seperti halnya 
penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal 
penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima” 
 
Berdasarkan  putusan  di  atas, maka dapat  diketahui  mengenai  akibat 
hukum  yang timbul dengan diabaikannya Pasal 56  ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Jika Jaksa Penuntut Umum dalam 
membuat surat dakwaan atas dasar hasil penyidikan yang illegal kemudian, 
dakwaan tersebut selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan pemeriksaan 
dalam pengadilan, maka dakwaan menjadi tidak sah atau illegal (tidak dapat 
diterima), sebagai konsekuensi hukum atas tidak dapat diterimanya tuntutan 
penuntut umum, maka terhadap tersangka atau terdakwa dapat diputus bebas 
karena adanya pelanggaran pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1565 
K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993. 
Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima. Putusan atau Eksepsi 
ini diatur dalam pasal 263 ayat (2) huruf a dan pasal 266 ayat (2) huruf b 
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putusan hakim dengan amar putusan, tuntutan penuntut umum tidak dapat 
diterima. Eksepsi jenis ini merupakan keberatan terhadap tindakan 
penuntutan yang dilakuka n oleh Jaksa/Penuntut Umum. 
Menurut  M.Yahya  Harahap dalam  bukunya , menjelaskan20 : 
Eksepsi tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima adalah 
Eksepsi yang dilakukan   oleh   Terdakwa   atau   Penasihat   
hukumnya   apabila   tata   cara pemeriksaan yang dilakukan 
terhadap terdakwa tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau 
yang diminta ketentuan Undang-undang. Dalam mengajukan 
Eksepsi ini, permohonan yang terhadap hakim adalah agar hakim 
menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan bahwa tuntutan 
penuntut umum tidak dapat diterima. 
 
Yang masuk dalam kategori tuntutan penuntut umum tidak dapat 
diterima dalam eksepsi ini adalah21 : 
a. Eksepsi   pelanggaran   Miranda   Rule,   bahwa   penyidikan   
tidak memenuhi ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP. 
b. Eksepsi pemeriksaan tidak memenuhi syarat klacht delict 
c. Eksepsi penyidikan  tidak  memenuhi  ketentuan  yang  diwajibkan 
dalam KUHAP dan atau peraturan perundangan lainnya yang 
berkaitan.  
                                                             
20 Yahya Harahap, op cit. hlm 121. 
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Sedangkan menurut Lililik Mulyadi, SH., MH., menjelaskan,22
 
Yang 
dimaksud Eksepsi tuntutan Penuntut umum tidak dapat diterima, adalah : 
1. Apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya 
telah Kadaluwarsa. 
2. Bahwa adanya asas nebis in idem, yaitu seseorang tidak dapat 
dituntut untuk kedua kalinya terhadap perbuatan yang sama. 
3. Bahwa  tidak  ada  unsur  pengaduan  padahal  terdakwa didakwa 
telah melakukan  perbuatan  tindak  pidana  yang  masuk  dalam  
kategori  delik, aduan klacht delict. 
4.  Adanya unsur yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa 
tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan,disangkakan  
Teori dan alasan-alasan diatas seringkali digunakan terhadap suatu 
putusan yang kemudaian membolehkan dilakukannya Eksepsi tuntutan 
penuntut umum tidak dapat diterima, diantaranya dari yurisprudensi-
yurisprudensi sebagai berikut: 
I. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 510 K/Pid/1988, tanggal 28 
April 1988, yang menyatakan : tuntutan penuntut umum tidak dapat 
diterima. 
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II. Putusan   Mahkamah   Agung   RI   No.   1565   K/Pid/1991,   tanggal   
16 September 1993, yang menyatakan: apabila syarat-syarat permintaan 
dan/atau hak tersangka/terdakwa tidak terpenuhi seperti halnya penyidik 
tidak  menunjuk penasihat  hukum bagi tersangka sjak awal 
penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima. 
III. Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 34/Pid.B/1995/PN.Tgl, tanggal 
26 Juni 1995,  yang  menyatakan : penyidikan yang  dilakukan oleh 
Mabes Polri tidak sah karena Pasal 56 ayat (1) KUHAP tidak diterapkan 
sebagaimana mestinya, sehingga penuntutan penuntut umum tidak dapat 
diterima. 
Terhadap adanya Eksepsi Terdakwa atau Penasihat Hukumnya Hakim 
Wajib memberikan “putusan sela”, apakah menerima atau menolak eksepsi 
tersebut. putusan lainnya dapat berbentuk putusan sela yang berarti putusan 
tersebut dijatuhkan sebelum dijatuhkannya putusan akhir. Dapat juga suatu 
putusan sela bersifat dan berbentuk suatu putusan akhir, yang berarti bahwa 
pemeriksaan perkara tersebut dinyatakan berhenti. Putusan ini mengandung 
konsekuensi berlakunya asas Nebis In Idem. (vide : Surat Ederan MARI No.3 
Tahun 2002 tertanggal 30 Januari 2002 tentang Nebis In Idem ). 
Penulis menilai bahwa putusan sela merupakan salah satu alat kontrol 
terhadap kinerja Jaksa / Penuntut Umum, yang mana dimaksudkan agar mereka 
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tuntutan dan atau dalam melakukan suatu penyidikan. Dalam praktik ada 
putusan sela yang menyatakan bahwa tindakan penuntutan yang dilakukan oleh 
Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan surat 
dakwaannya dibuat berdasarkan penyidikan yang tidak sah atau tidak sesuai 
dengan ketentuan undang-undang, antara lain penyidikan dalam perkara pidana 
yang diancam dengan hukuman mati, 15 tahun penjara atau diancam dengan 
pidana 5 tahun penjara atau lebih bagi yang tidak mampu, dimana terdakwa 
atau tersangka dalam proses penyidikan tidak didampingi oleh Penasihat 
Hukum (Advokat), karena Pejabat yang bersangkutan tidak melakukan 
kewajibannya untuk menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka atau 
Terdakwa, maka hasil penyidikan dalam perkara ini harus dinyatakan batal 
demi hukum sekalipun penyidik telah mendapatkan surat pernyataan tersangka 
yang tidak bersedia menggunakan penasihat hukum. Bahwa kalau ada yang 
demikian ini maka Penyidik sesungguhnya telah melanggar pasal 56 ayat (1) 
KUHAP dan hasil penyidikan (BAP) terhadap perkara ini jika ada eksepsi dari 
Advokat, Hakim harus berani menyatakan dalam putusan selanya, hasil 
penyidikan (BAP) terhadap diri tersangka Batal Demi Hukum. Ada juga suatu 
putusan sela tersebut adalah merupakan putusan akhir dari perkara tersebut 
yang telah bersifat final. 
Adapun terhadap pendapat kalangan Akademisi yang mengatakan 
bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam unsur nebis in idem adalah terdakwa 
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berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan adalah kurang tepat 
atau salah, karena sesungguhnya ada eksepsi yang belum menyangkut pokok 
perkara dan putusannya bersifat final serta dalam putusan tersebut berlaku asas 
nebis in idem, yaitu antara lain yang menyangkut eksepsi “kewenangan 
mengadili”( exseption of incompetency ) baik absolut maupun relatif dan dalam 
eksepsi “kewenangan menuntut, gugur”, yaitu ; 
 1) eksepsi judecate ( pasal 76 KUHP) 
2), eksepsi in tempores (pasal 78 KUHP),  
3) terdakwa meninggal dunia (pasal 77 KUHP).  
Oleh karena itu putusan sela atas adanya Eksepsi dari Penasihat Hukum 
itu sangat perlu, dan hal tersebut merupakan mekanisme tersendiri bagi para 
pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Jika ada 
suatu perkara yang ternyata berhenti karena adanya putusan sela yang 
mengabulkan eksepsi dari Penasihat Hukum, dimana kriteria isi putusan sela 
telah memenuhi syarat diberlakukannya asas Nebis In Idem maka hal tersebut 
harus dipandang bahwa kepastian hukum terhadap perkara tersebut adalah 
sampai disitu.  
Kewajiban  untuk  menunjuk  Penasihat  Hukum  seperti dimaksud  
dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut adalah bersifat imperatif, 
Kewajiban penyidik timbul manakala tersangka yang diduga melanggar 
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dengan ancaman pidana diatas 5 tahun atau 15 tahun.  Untuk perkara dengan 
sanksi tinggi ini, bagi penyidik tidak ada pilihan lain dan tidak ada tawar 
menawar, wajib hukumnya harus menerapkan ketentuan pasal 56 ayat (1) 
KUHAP. Karena pasal tersebut bersifat imperatif (wajib) dipatuhi oleh 
setiap penegak hukum dalam semua tingkat pemeriksaan. Dan apa yang 
diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari asas presumption of innocence dan hak-hak asasi serta 
berkaitan dengan pengembangan prinsip Miranda  Rule  yang  juga  telah  
diadaptasi  dalam  KUHAP, seperti: 
1.   Melarang penyidik  melakukan  praktek  pemaksaan  yang  kejam  
untuk memperoleh “pengakuan”brutality to coerce confession 
2.   Melarang   Penyidik   melakuka n   intimidasi   kejiwaan   psychological 
intimidation; 
Berasamaan dengan larangan yang dimaksud, kepada tersangka 
diberikan hak untuk diperingatkan “hak   konstitusionalnya”   yang   disebut   
dengan   Miranda Warning antara lain : 
1.   Hak untuk tidak menjawab a right to remain in silent; 
2.   Hak didampingi Penasihat Hukum a right to presence of an attorney; 
Namun khusus untuk pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang 
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tersangka untuk memperoleh bantuan hukum, hal ini berdasarkan Pasal 114 
KUHAP menyatakan : 
“dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum 
dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan 
kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau 
bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP” 
 
Setelah itu penyidik juga wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi 
tersangka atau terdakwa. menurut Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan : 
“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau 
ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang 
tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang 
tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang 
bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses 
peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka” 
 
Pemeriksaan penyidikan kepada terdakwa atau tersangka yang tidak 
didampingi Penasihat Hukum telah melanggar ketentuan sesuai dengan 
kerangka atau unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 114 Jo. Pasal 56 ayat (1) 
KUHAP, maka hasil pemerik-saan penyidikan tersebut adalah tidak sah atau 
batal demi hukum, karena bertentangan dengan hukum acara ( undue process ). 
 Berdasarkan fakta hukum bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa 
sesuai ketentun yang termuat dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang 
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tersangka tidak mendapat penasihat hukum dari aparat penegak hukum. 
Seharusnya, Pengadilan wajib berupaya keras untuk memberitahukan terdakwa 
atau tersangka untuk bisa didampingi penasihat hukum. Ketika seorang 
terdakwa atau tersangka didampingi penasihat hukum dalam proses perkaranya, 
maka jalannya proses persidanganpun dapat berjalan dengan mudah. Ini 
dikarenakan selain terdakwa atau tersangka mendapat kemudahan dalam 
berproses terkait dengan pembelaan dan segala kemudahan lainnya dalam 
proses hukum, proses persidangan pun menjadi lebih jelas, dan sesuai dengan 
peraturan perundangan yang ada dikarenakan telah terpenuhinya hak-hak 
terdakwa atau tersangka. 
 Jika Selama proses pemeriksaan terdakwa atau tersangka yang tidak 
didampingi penasihat hukum maka Berita acara Penyidikan yang dibuat  oleh 
penyidik  melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara pidana sebagai ketentuan yang bernilaikan HAM dan seketika 
itu juga BAP tersebut tidak dapat diterima atau tidak sah (illegal). Adapun dalam  
hal  ini  adalah tindakan  penuntutan  yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum 
tidak dapat diterima dengan alasan penyidikannya tidak sah (illegal) 
dikarenakan terdakwa tidak mendapatkan pendampingan penasihat hukum. 
Maka atas eksepsi ini penulis berpendapat Hakim dapat kembali 
mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh penasihat  hukum 
terdakwa atau tersangka ketika adanya pelanggaran atas ketentuan 
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Mahkamah Agung terdahulu dan dapat memberikan putusan akhir dimana 
tutuntuan dari jaksa penutut umum tidak bisa dilanjutkan kembali dan terdakwa 
atau tersangka di putus bebas. 
Jika dicermati Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana yang 
mengutamakan prinsip Due Process of law dengan memberikan 
perlindungan hukum yang jelas terhadap tersangka/terdakwa untuk 
mendapatkan bantuan hukum. Dan sesungguhnya memperoleh bantuan 
hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan Accses to 
justice bagi mereka   yang  terkena   atau  berurusan  dengan  masalah  
hukum. Serta diharapkan peran dari Negara melalui aparat penegak 
hukumnya dapat memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-
hak warga masyarakat dari tindakan-tindakan sewenang-wenang yang 
dilakukan aparat penegak hukum. 
Berikut ini beberapa pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam 
memutuskan atau mendasari timbulnya kewajiban pemberian bantuan hukum 
serta pentingnya pelaksanaan pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara pidana yang bertujuan menciptakan keadilan ataupun keseimbangn 
hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam putusan perkara Nomor 213 
PK/Pid.Sus/2013 tentang peninjauan kembali putusan pengadilan terhadap 
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a. Dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yaitu Tersangka atau Terdakwa harus 
didampingi oleh Penasihat Hukum apabila tindak pidana yang 
didakwakan ancaman pidananya, pidana mati atau pidana 15 tahun dan 
bagi yang tidak mampu diancam tindak pidana  5 tahun ; 
b. Dalam hal Tersangka/Terdakwa tidak memiliki penasihat hukum maka 
pejabat yang berwenang harus menunjuk penasihat hukum untuk mereka. 
Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi maka akibatnya dakwaan tidak 
dapat diterima (putusan MA No  1565  K/ Pid/1991, tgl 16 September 
1991); 
c. Bantuan hukum dalam proses pidana merupakan salah satu hak yang 
dijamin dalam KUHAP. Pasal 54  KUHAP telah menegaskan bahwa 
Tersangka/ Terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum pada 
setiap tingkat pemeriksaan, Namun ketentuan yang bersifat fakultatif ini 
telah dikritik sejak lama, karena tanpa seorang Advokatpun yang 
mendampingi Tersangka atau Terdakwa, maka pemeriksaan tetap dapat 
dilanjutkan. 
d. Bantuan hukum dapat berubah menjadi wajib, sebagaimana  diatur 
dalam Pasal 56 KUHAP, sangkaan atau dakwaan terhadap 
Tersangka/Terdakwa diancam dengan hukuman mati dan/atau hukuman 
lima betas tahun atau lebih atau khusus bagi yang tidak mampu jika 
tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih  
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penerapan miranda rule dalam KUHAP adalah yang diatur dalam Pasal 
56 KUHAP ; 
e. Dalam proses ini tentunya, pejabat yang berwenang harus menunjuk 
Penasihat Hukum bagi kepentingan Tersangka/Terdakwa. Prinsip  
Miranda rule  ini dapat ditemukan dalam Putusan MA No 1565 
K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 dan Putusan MA No. 367 
K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998;  
f. Maka dengan ini Pemohon PK menunjuk dari beberapa putusan 
Mahkamah Agung, yaitu : 
Menurut MA dalam Putusan No 1565 K/Pid/1991 menyatakan 
bahwa : 
"Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya 
Penyidik tidak menunjuk Penasihat  Hukum bagi  tersangka  sejak awal  
penyidikan, tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat 
diterima"; 
b. Menurut MA dalam putusannya No. 367 K/Pid/1998 menyatakan 
bahwa: 
"Bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hakim Mahkamah 
Agung di atas, ditemukan fakta bahwa Terdakwa diperiksa dalam tingkat 
penyidikan masing-masing pada tanggal 31 Desember 1996, tanggal 3 
Januari  1997 dan tanggal 6 Januari 1997 dan dalam tingkat  penuntutan  
tanggal  1 Maret  1997, tidak  ditunjuk Penasihat  Hukum untuk 
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KUHAP, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Penuntut 
Umum batal demi hukum dan oleh karena itu penuntutan Penuntut Umum 
tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang Pengadilan, 
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum" ; 
c. Apapun alasannya kehadiran Penasihat Hukum dalam proses pidana 
wajib sejak KUHAP diundangkan tahun 1981. Yurisprudensi tetap 
Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991, tanggal 16 September 
1993 menjelaskan : "Penyidikan yang melanggar Pasal 56 ayat (1) 
KUHAP menyebabkan hasil penyidikan tidak sari  sehingga  dakwaan  
Jaksa  Penuntut  Umum tidak  dapat  diterima";  Asas praduga tidak 
bersalah dari awal pemeriksaan melekat pada diri Tersangka. Tersangka 
dinyatakan bersalah apabila putusan pengadilan telah berkekuatan 
hukum ; 
d. Bersalah tidaknya seorang Tersangka, pengadilan yang memutuskan. 
Meskipun pengadilan  memutus  perkara  berdasarkan  Berita  Acara  
Pemeriksaan  yang dibuat oleh Penyidik.Akan tetapi, jika Berita Acara 
Pemeriksaan tersebut ternyata sesat, maka giliran berikutnya juga timbul 
peradilan sesat.  
e. Bahwa, mengingat Miranda Rule yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) 
KUHAP bersifat imperatif, maka mengabaikan ketentuan ini 
mengakibatkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Tidak Dapat Diterima 
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mana, pendirian dan penerapan yang seperti ini telah dikukuhkan dalam 
salah satu Putusan Peradilan Mahkamah Agung  Rl,  yaitu  Putusan  
MARI  Nomor  :  1565  K/Pid/1991  tanggal  16 September 1993, 
dalam kasus ini proses pemeriksaan penyidikan melanggar ketentuan  
Pasal  56  ayat  (1)  KUHAP  yaitu  penyidikan  berlanjut  terhadap 
Tersangka tanpa didampingi Penasihat Hukum ; 
f. Terdakwa yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum bisa 
dibebaskan dan dugaan penyiksaan merupakan beban pembuktian dari 
JPU, bukan Terdakwa. 
Sejalan  dengan  hal  di  atas,  penulis  memiliki  pendapat  yang  sama 
mengenai putusan tersebut karena sekalipun tidak terdapat ketentuan yang 
secara tegas memuat mengenai akibat hukum yang akan timbul sehubungan 
dengan tidak diterapkannya Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana, namun seorang hakim wajib menggali nilai-nilai yang  
terkandung  dalam  masyarakat  sebagaimana  diatur  pula  dalam  Pasal  16 
Undang-Undang  No.48 Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang 
berbunyi: 
“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalik bahwa hukum 
tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya” 
Ada beberapa metode yang dapat dilakukan dalam melakukan 
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menggunakan metode penafsiran sistematis adalah menafsirkan undang-
undang dengan jalan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain 
dalam suatu perundang-undangan atau dengan undang-undang lain.23 
Penafsiran ini digunakan untuk memperoleh hasil perbandingan antara pasal-
pasal sebagai pertimbangan makna dari undang-undang lainnya tersebut.   
Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa salah satu tujuan 
pokok yang hendak dicapai atas penegakan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana adalah agar terjaminnya proses peradilan yang 
adil (fair) dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Kewajiban pemberian 
bantuan hukum dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menjamin perlindungan 
terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa agar terhindar dari  tindakan  
sewenang-wenang  yang  mungkin  akan  dilakukan  oleh  aparat penegak  
hukum  dikarenakan  besarnya  kekuasaan  yang  diberikan  kepadanya. 
Dakwaan tidak dapat diterima atau batal demi hukum jika tersangka 
atau terdakwa tidak didampingi penasihat hukum. Seperti disebut di atas, Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur sanksi atau akibat 
hukum jika tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum 
pada saat penyidikan khususnya di setiap tingkatan penyidikan. Padahal hak 
didampingi Penasihat Hukum itu adalah “WAJIB”, artinya tidak boleh tidak 
dan menjadi tanggung jawab dari Negara untuk memberikannya. 
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Pasal 114 Jo Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana telah menegaskan bahwa kewajiban pemberian bantuan hukum itu 
wajib disediakan dengan cara menunjuk Penasihat Hukum oleh pejabat yang 
bersangkutan dalam di setiap tingktan penyidikan. Lantas, apa konsekuensi 
hukum jika hal itu tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang ? Jawabannya, 
berita acara pemeriksaan, dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum adalah 
tidak sah sehingga batal demi hukum. Akibat hukum itu dapat diketahui dari 
beberapa putusan Mahkamah Agung (Yurisprudensi) yang menyatakan 
sebagai berikut: 
1. Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 
September 1993 yang pokoknya menyatakan, :  
“apabila syarat – syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya 
penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal 
penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat 
diterima.” 
2. Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 
Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan : 
 “bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan 
maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan 
dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut 
umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan 
di dampingi penasihat hukum.” 
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“Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat 
Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 
15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak 
melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan 
demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara 
Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan 
Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan 
cacat hukum pula” 
Berdasarkan  Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 
tertanggal 16 September 1993   ,  Penulis berpendapat  bahwa  mengenai  
akibat hukum  yang timbul dengan diabaikannya Pasal 56  ayat (1) Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Jika Jaksa Penuntut Umum dalam 
membuat surat dakwaan atas dasar hasil penyidikan yang illegal kemudian, 
dakwaan tersebut selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan pemeriksaan dalam 
pengadilan, maka dakwaan menjadi tidak sah atau illegal (tidak dapat diterima), 
sebagai konsekuensi hukum atas tidak dapat diterimanya tuntutan penuntut 
umum, maka terhadap tersangka atau terdakwa dapat diputus bebas karena 
adanya pelanggaran pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana. 
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 
K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 , Bahwa terlepas dari apapun yang 
menjadi dasar dari pertimbangan-pertimbangan hakim Mahkamah Agung 
dalam putusan diatas, ditemukan fakta bahwa terdakwa atau tersangka yang 
diperiksa dalam semua tingkatan penyidikan, dimana pejabat yang berwenang 
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terdakwa, sehingga timbulah pelanggaran yang bertentangan dengan pasal 56 
ayat  (1)  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana dalam hal ini 
Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Penuntut Umum “batal demi hukum” 
dan oleh karena itu penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat 
diterima, walaupun pemeriksaan telah sampai dalam sidang Pengadilan, 
dimana terdakwa atau tersangka sudah didampingi Penasihat Hukum. 
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung NO 545 K/Pid.Sus/2011 , 
Bahwa sesuai dengan Pasal 143 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana disebutkan apabila Berita Acara Pemeriksaan tidak memenuhi syarat 
materiil, dimana syarat materiil yaitu apabila tidak memuat uraian secara 
cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan 
menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, maka Berita Acara 
Pemeriksaan akan cacat hukum, yang juga akan menjadikan Dakwaan Batal 
Demi Hukum, dimana dalam putusan Mahkamah Agung tersebut jika terdakwa 
atau tersangka tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum dan juga yang 
melakukan penyidikan bukanlah pejabat yang berwenang, maka dari itu Berita 
Acara Pemeriksaan tersebut batal demi hukum begitupu dengan surat dakwaan 
dari Jaksa Penuntut Umum sesuai teori nietigheid van rechtswege berakibat 
suatu perbuatan untuk sebagian atau keseluruhannya bagi hukum dianggap 
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keputusan suatu badan pemerintahan batalnya sebagian atau seluruh akibat 
ketetapan itu. 
Penulis memahami logika berpikir para hakim yang tertuang dalam 
Yurisprudensi di atas. Dasar atau landasan pemeriksaan di persidangan adalah 
surat dakwaan. Dakwaan berlandaskan pada berita acara pemeriksaan (BAP) di 
kepolisian. BAP itu haruslah benar dan sah. Salah satu indikator benar dan sah 
nya berita acara pemeriksaan (BAP) adalah dipenuhinya hak-hak tersangka 
yaitu hak didampingi Penasihat Hukum pada saat diperiksa yang memang 
menjadikan hak atas bantuan hukum tersebut adalah “wajib”. Sehingga, jika 
hak tersebut tidak dipenuhi, maka tidaklah sah berita acara pemeriksaan (BAP) 
itu. Dan seterusnya dawakaan, tuntutan dan putusan yang dihasilkan atau 
didasarkan dari berita acara pemeriksaan (BAP) yang tidak sah menjadi tidak 
sah juga. 
Pemecahan permasalahan ini tentunya dapat dilakukan oleh 
Pemerintah dengan sesegera mungkin menetapkan mengenai sanksi bagi 
aparat penegak hukum apabila dengan sengaja tidak menyediakan penasihat 
hukum dalam sistem peradilan pidana sehingga tersangka atau terdakwa tidak 
mendapatkan haknya untuk memperoleh bantuan hukum padahal tersangka 
atau terdakwa telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 
56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu melakukan 
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terdakwa yang tidak mampu berhak atas pemberian bantuan hukum yang mana 
ini menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikannya. 
Sedangkan Apabila sanksi atas pelanggaran dilakukan oleh advokat 
dimana berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma 
kepada tersangka, yang kemudian sanksi tersebut tidak dapat dicantumkan 
dalam  Pasal 56 ayat (1)  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka 
dapat digunakan  ketentuan  yang terdapat  dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2)  
Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2009 Tentang Persyaratan dan Tata Cara 
Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma yang berisi ; 
(1) Advokat   yang   melanggar   ketentuan   sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dijatuhi sanksi oleh Organisasi Advokat. 
(2) Sanksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat berupa: 
a.teguran lisan; 
b.teguran tertulis; 
c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 
(dua belas) bulan berturut-turut; atau 
d. pemberhentian tetap dari profesinya. 
Untuk mengatasi permasalahan yang timbul terkait dengan pemberian 
bantuan hukum secara cuma-cuma dan memberikan sanksi terhadap para 
advokat yang lalai dalam menjalankan kewajibannya. Peraturan Pemerintah 
diatas dapat mengatasi permasalahan-permasalahan terkait pelanggaran yang 
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Maka apabila ketentuan Pasal ini dilanggar, tujuan dari undang-undang 
dimana untuk melindungi tersangka atau terdakwa tidak bisa tercapai. 
Sehingga perlu adanya sanksi terhadap pelanggarnya yang kemudian akan 
menimbulkan suatu akibat hukum. Namun, patut disayangkan bahwa sampai 
saat ini belum ada aturan maupun putusan hakim yang secara tegas 
memberikan sanksi bagi aparat penegak hukum yang mengabaikan Pasal 56 
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
Menurut Penulis, Konsep yang ditawarkan untuk permasalahan hukum 
terkait dengan kewajiban pemberian bantuan hukum terhadap tersangka atau 
terdakwa dalam penyelesain perkara pidana sesaui dengan pasal 56 ayat (1) 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu  ; 
Bagi Hakim, Bahwa berlandaskan Yurisprudensi dan beberapa 
putusan-putusan Mahkamah Agung serta argumentasi yuridis dalam 
Pengadilan yang sudah di putus tersebut maka dari itu dapat menjadi suatu 
pertimbangan hukum atau rujukan bagi Majelis Hakim untuk dapat 
meletakkan perkara a quo yang mana melanggar hak-hak konstitusional para 
tersangka atau terdakwa secara lebih proporsional. Dalam hal demikian, hakim 
dituntut untuk menyelaraskan atau menafsirkan makna dari kewajiban yang 
terdapat dalam pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 
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nilai-nilai keadilan serta keseimbangan hukum, khususnya bagi Terdakwa 
ataupun tersangka dalam proses penyelesian perkara pidana. 
Bagi Tersangka, Apabila ketentuan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana tidak dilaksanakan oleh aparat pejabat yang 
berwenang dalam semua tahapan proses peradilan pidana, dalam hal ini tidak 
diberitahukannya hak-hak untuk tersangka atau terdakwa dalam memperoleh 
bantuan hukum, yaitu pendampingan oleh penasihat hukum dimana hal ini 
menjadi kewajiban dari aparat penegak hukum tersebut,  maka terdakwa dapat 
mengungkapkan melalui Eksepsi, Pledoi, Banding, dan Kasasi. Pengajuan 
Upaya Hukum terkait pelanggaran Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana tersebut hanya dapat diajukan apabila terjadi 
pelanggaran Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
ditingkat penangkapan, penahanan dan persidangan, keputusan diterima atau 
tidaknya pengajuan tersebut tergantung kebijakan hakim. Selain upaya 
praperadilan, tersangka dapat pula mengadukan petugas polisi yang sewenang-
wenang pada saat penangkapan dan penahanan kepada Divisi Profesi dan 
Pengamanan (Divpropam) Polri karena telah terjadi pelanggaran Kode Etik 
Profesi Polri yang terutama diatur dalam Pasal 15 Perkapolri No.14 Tahun 
2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Bagi Surat Dakwaan dan  BAP, Hak atas bantuan hukum menjadi 
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Tersangka atau Terdakwa dimana terdapat perintah Undang-Undang agar 
Tersangka atau Terdakwa tersebut didampingi oleh Advokat secara sah dan 
tidak bertentangan dengan hukum. Pembuatan surat dakwaan oleh Penuntut 
Umum telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana dan kedudukan Jaksa sebagai Penuntut Umum telah juga 
dipertegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai pihak 
yang paling berwenang untuk melakukan penuntutan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 137, dan Pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana. Jika ketentuan Pasal 143 ayat (2) Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut diabaikan, maka berdasarkan 
ketentuan Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
surat dakwaan harus dibatalkan. 
Apabila penyidik tidak menyampaikan hak-hak tersangka termasuk 
hak mendapat bantuan hukum, maka menurut penulis bahwa BAP yang dibuat 
oleh penyidik tersebut dapat dibatalkan demi hukum demikian juga dengan 
surat dakwaannya. Jadi tidak hanya pelanggaran pada Pasal 56 ayat (1) Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana saja yang dapat membatalkan BAP 
yang dibuat oleh penyidik namun sudah seharusnya pelanggaran Pasal 114 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga dapat membatalkan BAP 
yang dibuat oleh penyidik. berdasarkan Pasal 143 ayat 3 Kitab Undang Hukum 
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maka BAP akan cacat hukum, yang juga akan menjadikan Dakwaan Batal 
Demi Hukum. Dimana dalam hal ini sudah sangat jelas termuat dalam ; 
1. Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998 
tertanggal 29 Mei 1998 
2. Putusan Mahkamah Agung No 545 K/Pid.Sus/2011  
Bagi Pejabat yang Berwenang dan Advokat, jika pelanggaran yang 
dilakukan oleh penyidik pada proses penyidikan terhadap tersangka dapat 
dikategorikan kedalam pelanggaran kode etik sesuai dengan Pasal 15 
Perkapolri No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. Sedangkan untuk Advokat dapat dikenakan Pasal 14 ayat 
(1) dan (2) PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara 
Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma. Dapat disimpulkan bahwa 
pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan advokat dalam 
menjalankan kewajibannya dimasukkan dalam kategori pelanggaran terhadap 
kode etik, dalam hal ini sanksi yang diterapkan adalah sanksi administratif. 
Berkenaan dengan hal ini, pada dasarnya penulis tidak sependapat karena 
pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran terhadap undang-undang 
yang dalam hal ini adalah pelanggaran terhadap Pasal 56 ayat (1) Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam hal ini merupakan kewajiban dan 
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penjatuhan sanksi kepada pejabat yang berwenang dan advokat dimana dalam 
hal ini dilakukan oleh negara dengan pemberian sanksi berupa sanksi pidana. 
Dengan tidak ditunjuknya penasihat hukum oleh aparat penegaka 
hukum terhadap terdakwa atau tersangka, penulis berpendapat maka 
penyidik telah melakukan pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana dalam melakukan penyidikan terhadap terdakwa atau 
tersangka dalam semua tahapan penyidikan sampai dengan peradilan. 
Dengan demikian penyidik telah melakukan pelanggaran prinsipil, yakni 
pelanggaran terhadap hukum acara pidana dalam menegakan hukum, 
sehingga hasil BAP penyidik yang dijadikan dasar penyusunan surat 
dakwaan oleh jaksa penuntut umum adalah tidak berdasarkan hukum. 
Sampai saat ini belum adanya sanksi pidana ataupun akibat hukum bagi 
aparat penegak hukum dan juga advokat yang tidak menjalankan 
kewajibannya sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang dalam Pasal 56 
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal inilah yang menjadi 
kendala dalam penegakan  Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana, karena tanpa adanya sanksi ataupun akibat hukum yang jelas 
bagi aparat penegak hukum dan advokat, maka kedepannya akan sulit untuk 
merealisasikan pemberian bantuan hukum yang bertujuan untuk perlindungan 
terhadap hak-hak tersangka sebagaimana dicita-citakan oleh undang-undang 
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Hal ini menjadikan tidak berjalannya keadilan bagi terdakwa atau 
tersangka dalam proses penyelesaian perkara pidana dimana dalam hal ini 
tidak adanya perlakuan yang sama bagi mereka dihadapan hukum ataupun 
didalam persidangan, sesuai dengan apa yang sudah menjadi asas dalam 
hukum Indonesia sendiri yaitu persamaan perlakuan equal treatment bagi 
semua orang, tanpa mengecualikan hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa atau 
tersangka itu sendiri. 
Pemerintah sendiri berkewаjibаn memberikаn hаk-hak terdаkwа atau 
tersangka untuk mendаpаtkаn bantuan hukum serta penаsihаt hukumnyа 
sendiri. Terdаkwа atau Tersangka dаpаt memаnfааtkаn lаyаnаn Pos Bantuan 
Hukum (posbаkum) yаng disediаkаn oleh Pemerintah di dalam Pengаdilаn. 
Sehingga bisa terciptаnyа suatu proses perаdilаn yаng berkeаdilаn sesuаi 


























Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan diatas, 
Penulis menarik kesimpulan berdasarkan maksud dan tujuan penulisan skripsi 
(karya ilmiah) ini, yakni : 
1. Pada dasarnya bila dilihat dari segi yuridis normatif, Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana secara jelas mengatur hak-hak tersangka atau 
terdakwa yang terjerat kasus tindak pidana kejahatan, khususnya dalam 
pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang hak 
terdakwa atau tersangka untuk memperoleh bantuan hukum. Proses 
pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa atau tersangka yang diancam 
pidana 5 tahun atau lebih sejauh ini belum bisa berjalan dengan baik. 
Padahal Pemerintah berkewajiban memberitahukan hak-hak mereka 
melalui Sistem informasi secara langsung, serta melalui situs website dalam 
Pengadilan Negeri guna memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk 
mengakses informasi dan dapat memperoleh informasi yang jelas ataupun 
menginformasikan secara langsung terhadap terdakwa atau tersangka pada 
semua tahapan pemeriksaan, penyidikan, peradilan terkait dengan 
pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa secara cuma-cuma. 
Untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai penerapan pasal 56 






















 pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa atau tersangka yang diancam 
pidana 5 tahun atau lebih, Pemerintah melalui pengadilan menyediakan 
bantuan hukum sampai terdakwa atau tersangka menerima bantuan hukum. 
Berikut ini adalah tahapan proses tersebut : 
a. Terdakwa mengajukan permohonan bantuan hukum 
b. Majelis hakim pengadilan memeriksa berkas 
c. Majelis hakim menetapkan dan menunjuk advokat 
d. Terdakwa menerima bantuan hukum 
Dalam pelaksanaannya pasal 56 ayat (1) adalah pejabat yang berwenang 
pada semua tahapan penyidikan, pemeriksaan, peradilan dan para advokat 
harus berperan aktif. Ini dibuktikan dengan adanya makna kata “wajib” bagi 
aparat penegak hukum untuk menunjuk pensihat hukum serta informasi  kepada 
pihak terdakwa atau tersangka terkait dengan pemberian bantuan hukum. Pihak 
terdakwa atau tersangka berhak untuk mengajukan permohonan dan 
melengkapi persyaratan untuk menerima bantuan hukum. Dengan adanya 
makna kata “wajib” dalam pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana maka segala bentuk hak yang diberikan oleh aparat penegak 
hukum bagi terdakwa atau tersangka menjadi tanggung jawab negara atau 
pemerintah untuk memenuhuinya, jika sudah berjalan dengan baik penerapan 
ketentuan tersebut maka, dapat terwujudlah proses peradilan yang adil, 






















2. Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan 
bahwa penyidik atau aparat penegak hukum mempunyai “kewajiban” untuk 
memberitahukan hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa atau tersangka 
khususnya hak dalam mendapat bantuan hukum. Namun dari makna “wajib” 
tersebut tidak diatur sebuah konsekuensi yuridis ataupun sanksi bagi penyidik 
atau aparat penegak hukum apabila ketentuan “wajib” tersebut tidak 
dilaksanakan. Sehingga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam 
pelaksaan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
Pemberian bantuan hukum kepada tersangka dimaksudkan untuk sarana kontrol 
terhadap tindakan penyidik yang seringkali bersikap sewenang-wenang 
terhadap tersangka pada saat penyidikan, asas praduga tak bersalah dalam tahap 
penyidikanpun seringkali diabaikan. Karena bantuan hukum merupakan Hak 
Asasi Manusia maka pelanggaran terhadap pemberian bantuan hukum dapat 
juga dikategorikan kedalam pelanggaran Hak Asasi Manusia. 
Akibat Hukum yang timbul dari tidak dipenuhinya hak-hak terdakwa atau 
tersangka terdapat timbulnya beberapa putusan Mahkamah Agung yang 
menyebutkan bahwa apabila terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 56 ayat (1) 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait bantuan hukum maka BAP 
yang dibuat oleh penyidik dinyatakan tidak sah (Ilegall), tidak dapat diterima 
ataupun batal demi hukum dan tuntutan yang dibuat oleh penuntut umum 























a. Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 
September 1993, 
b. Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998 
tertanggal 29 Mei 1998, 
c. Putusan Mahkamah Agung NO 545 K/Pid.Sus/2011.  
Putusan Mahkamah Agung sering dijadikan yurisprudensi ataupun 
pertimbangan hakim, namun karena Indonesia tidak menganut asas Precedent 
maka hakim tidak wajib melaksanakan yurisprudensi dalam perkara serupa hal 
ini menjadikan tidak berjalannya keadilan bagi terdakwa dalam proses 
penyelesaian perkara pidana dimana dalam hal ini tidak adanya persamaan bagi 
mereka dihadapan hukum ataupun didalam persidangan. Maka dalam hal ini 
perlu adanya suatu ketentuan yang mengatur mengenai sanksi bagi penyidik 
atau advokat yang lalai menjalankan kewajibannya agar ketentuan Pasal 56 ayat 
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dipenuhi dan dipahami 
oleh tersangka/terdakwa serta bertujuan menciptakan keadilan, kesimbangan 
dan kemanfaatan.  
B. Saran 
1. Untuk menjamin sebuah kepastian hukum, diharapkan pemerintah 
segera membuat atau memberikan sanksi peraturan terkait pemberian 
bantuan hukum ini. Sesuai ketentuan yang termuat dalam pasal 56 ayat 
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dituliskan antara lain 






















kepada terdakwa atau tersangka baik yang tidak mampu dan diancam 
dengan pidana lima tahun ke atas dan tidak mempunyai penasihat 
hukum sendiri. Dalam pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana terkait tidak dijelaskan mengenai konsekuensi hukum 
apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan. Tidak ada sanksi tegas kepada 
pejabat hukum apabila ia tidak melakukan kewajibannya sesuai pasal 
56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diharapkan 
pemerintah segera membenahi peraturan terkait, agar kepastian dan 
keadilan hukum menjadi lebih terjamin. 
2. Hakim, sebaiknya mempertimbangkan upaya hukum yang ditempuh 
oleh terdakwa terkait pelanggaran pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.  tidak hanya pelanggaran yang dilakukan 
oleh aparat penegak hukum pada tahap penangkapan, penahanan dan 
pengehentian penuntut umum, namun juga pelanggaran pasal 56 ayat 
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  yang dilakukan oleh 
aparat penegak hukum pada semua tahapan pemeriksaan. Pelanggaran 
yang dilakukan oleh penyidik juga sepatutnya dapat dijadikan dasar 
seorang terdakwa atau tersangka untuk melakukan upaya hukum karena 
ketentuan Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
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